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KATA PENGANTAR 

Sesuai dengan Pasal 15 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No. 0222e/0/1980 tanggal 11 September tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bagian Keuangan mempunyai tugas melak­
sanakan urusan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Untuk melaksa­
nakan tugas tersebut Bagian Keuangan mempunyai salah satu fungsi yakni 
menyusun anggaran rutin dan pembangunan sesuai dengan program yang 
ditetapkan Direktur Jenderal {pasal 16 ayat 1 ). Untuk pelaksanaan tugas 
tersebut diperlukan sarana kerja yang dapat dijadikan pegangan bagi aparat 
pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan berupa 
Petunjuk Praktis Penyusunan Anggaran. 
Adapun bahan petunjuk ini bersumber pada peraturan-peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri l(.euangan, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pada umumnya 
dan pengelolaan keuangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 
khususnya. 
Penyusun menyadari bahwa petunjuk ini masih jauh dari sempurna, selain itu 
bahwa peraturan sewaktu-waktu dapat berubah demikian pula sistim selalu 
berkembang sesuai dengan keadaan yang mempengaruhinya. 
Oleh sebab itu setiap kritik yang konstruktif serta usul/saran yang bertujuan 
menyempurnakan petunjuk ini sangat kami hargai, sehingga tujuan penyu­
sunan petunjuk ini sebagai pemandu petugas penyusunan anggaran tercapai 
hendaknya. 

Jakarta, Juli 1988 

Direktorat J enderal Kebudayaan 
Kepala Bagian Keuangan, 

Ors. Alip Subagyo 
NIP. 130 158 591 



KATA PENGANTAR 

Dalam rangka melengkapi sarana dan dokumen tentang penyusunan anggaran 
rutin maka Buku Petunjuk Praktis Penyusunan Anggaran Rutin di lingkungan 
Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan buku petunjuk yang sangat 
berguna. 
Petunjuk ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan secara praktis bagi 
para penyusun anggaran pada khususny dan para pelaksana pada umumnya 
dalam rangka melaksanakan tugasnya menyusun anggaran rutin, di samping 
petunjuk-petunjuk lain yang telah ada dan berlaku. Petunjuk ini sebagai pe­
mandu dan bersifat berkembang mengingat peraturan-peraturan mengenai 
penyusunan anggaran sesuai kebijaksanaan yang ada sering mengalami peru­
bahan dan perkembangan. 
Mudah-mudahan petunjuk praktis penyusunan anggaran ini bermanfaat dan 
dapat lebih menyeragamkan, memperlancar dan memantapkan hasil penyu­
sunan anggaran rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. 
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Jakarta , Juli 1988 

Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Sekretaris, 

Drs. Bastomi Ervan 
NIP. 130 I 59 835 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Petunjuk ini dimksudkan untuk memperoleh keseragaman dalam penyu­
sunan anggaran , sehingga dapat lebih memperlancar dan mempercepat pe­
merosesan DIK dan dapat dihindarkan terjadinya perbedaan tafsir. · 
Pada hakekatnya penyusunan anggaran rutin adalah perencanaan anggaran 
bagi operasional u·nit kerja /satuan kerja yang didasarkan pada tugas dan fungsi­
fungsi satuan kerja baik secara operasional administratif maupun operasio­
nal teknis. 

Tujuannya adalah agar satuan kerja tersebut dapat beroperasi menjalankan 
tugasnya , sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan lancar termasuk t erpeli­

haranya dengan baik semua sarana, prasarana dan fasilitas penunjang tugas 
fungsi secara efektif dan efisien. 
Dengan kondisi demikian maka pelayanan terhadap masyarakat dapat diberi­
kan semaksimal dan secepat mungkin , ha! ini jelas merupakan pendukung 
berputarnya roda pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna, efektif dan 
efisien. 
Permasalahan penyusunan anggaran rutin adalah terletak pada hal-hal beri­

kut : 
belum lengkapnya data atau informasi yang perlu disediakan anggaran 
atau data pendukung penyusunan anggaran secara kuantitas maupun 
kualitas . 
Standar harga atau satuan biaya yang belum secara umum diterima antara 
pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran rutin. 
analisa anggaran yang selalu didasarkan pada kenaikan presentase dari 
anggaran tahun yang berjalan atau tahun lalu . 
pelimpahan hasil pembangunan ke rutin yang tidak diketahui sebelum saat 
penyusunan anggaran rutin dilakukan. 
belum semua kegiatan/mata anggaran rutin yang menyangkut satuan kerja 
dikelola secara langsung. 
perkembangan alokasi anggaran Unit Utama Ditjen ~ebudayaan belum 
mernadai atau proporsional, jika dibandingkan alokasi anggarafi' Departe­
men Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dengan kebijaksanaan yang secara berturut-turut dirumuskan/ditetapkan 



dalam tingkat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kebijaksanaan 
Rakernas) dan kemudian kebijaksanaan khusus bidang kebudayaan di tingkat 
Unit Utama Kebudayaan (Memo Program Koordinatif atau MPK) maka 
diusahakan adanya perencanaan anggaran secara terpadu, memenuhi keperlu­
an anggaran yang dibutuhkan, dapat menghilangkan hambatan-hambatail 
baik hambatan dalam pelaksanaan tahun lalu maupun hambataR · yaRg di­
perkirakan akan timbul dalam tahun pelaksanaan yang akan datang dapat 
menanggulangi/mencapai 5asaran yang telah ditetapkan berdasarkan ke­
bijaksanaan yang digariskan, disamping itu terwujudnya perencanaan yang 
semakin sempurna, rasional dan sesuai dengan peraturan dan ketentun yang 
berlaku di bidang perencanaan anggaran rutin. 

BAB II 

PENYUSUNAN ANGGARAN RUTIN 

Berdasarkan surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara/ 

Ketua BAPPENAS No. 1776/Ket/l/72 tanggal 5 Juli 1972 tentang Pe-
B-505/MK/ 1 /7 /72 

nyusunan rencana kegiatan (rutin) dan Proyek (pembangunan) untuk tahun 
anggaran 1973/1974, maka Penyusunan Anggaran Rutin disesuaikan dengan 
sistematika Penyusunan Anggaran Pembangunan yang telah dilaksanakan 
sejak tahun 1969/1970. 
Dalam hal ini biaya-biaya dalam Anggaran Rutin dikelompokkan menurut 
tujuan yang akan dicapai dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan di­
lakukan (cutput-oriented). Pengelompokan biaya semacam ini memungkin­
kan pengawasan administratif untuk menentukan apakah tujuan yang telah 
ditentukan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
Pengelompokan biaya dalam Anggaran Rutin hampir serupa dengan penge­
lompokan biaya dalam Anggaran Pembangunan, dengan perbedaan bahwa 
yang setingkat dengan Proyek dalam Anggaran Pembangunan dinamakan 
Kegiatan dalam Anggaran Rutin. 
Kegiatan dalam Anggaran Rutin adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat te­
rus-menerus (reccurent) , sedang Proyek dalam Anggaran Pembangunan pada 
dasarnya mempunyai batas-batas akhir. 
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Dengan demikian sejak tahun 1973/ 1974 Anggaran Rutin disusun dengan 
mempergunakan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar lsian Kegiatan (DUK/ 
DIK). Secara terperinci , urutan-urutan penyusunan Anggaran Rutin adalah 
sebagai berikut : 

1 . Pengisian form 3 .4 .5 ; 
2. Pengisian dan penyusunan Uraian Kegiatan Operasional Rutin (UKOR); 
3. Penyusunan UKOR terurai menurut petunjuk pengisian UKOR; 
4. Penyusunan UKOR lnduk; 
5. Penyustinan Nota Keuangan/Rencana Bahan Nota Keuangan (RBNK); 
6. Penyusunan dan pengisian DUK; 
7 . Pembahasan DUK yang hasilnya akan dipergunakan sebagai dasar pene­

tapan plafond oleh pihak Departemen Keuangan ; 
8 . Penetapan plaforid dengan resmi dari Menteri Keuangan lengkap dengan 

lampiran Satuan I A, I B, dan IC ; 
9. Penyusunan satuan ; 

2 A (ulangan ringkas Belanja Rutin menurut Organisasi) . 
2 B (ulangan ringkas Belanja Rutin menurut Program). 
2 C (ulangan ringkas Pendapatan Rutin). 
3 (Perincian Pendapatan Rutin sampai dengan mata anggaran) 

3 (Perincian Belanja Rutin sampai dengan Kegiatan dan jenis pe­
ngeluaran per unit Organisasi). 

3 A (Memori penjelasan Anggaran Rutin). 
10. Pembahasan Satuan 3 antara pihak Departemen Pendidikan dan Kebu­

dayaan dengan pihak Departemen Keuangan; 
11. Reproduksi Satuan 3 dan penyampaian RAPBN ke DPR melalui Depat-

temen Keuangan sebagai lampiran pidato Presiden. 
12. Pembahasan dan penetapan APBN oleh DPR. 
13 . Persiapan dan penyusunan/pengisian pra DIK. 
14. Pembahasan pra DIK. 
15. Penyelesaian NET-DIK/reproduksi DIK, penandatanganan DIK dan per­

setujuan DIK masing-masing oleh pihak yang berwenang serta perekam­
an DIK untuk disampaikan kepada Kantor/Satuan Kerja yang bersang­
kutan. 

16. Revisi DIK dan penggeseran dana; 
17 . Pencairan dana yang masih memerlukan persetujuan Menteri Keuangan 

c.q. Direktur Jenderal Anggaran; 
18. Pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Rutin; 
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Demikian gambaran proses atau urutan-urutan kegiatan penyusunan anggaran 
yang perlu diketahui, dan kemudian diuraikan seperti di bawah ini. 

A. Penyusunan Uraian Kegiatan Operasional Rutin (UKOR) 

4 

1. Pendahuluan 

Uraian kegiatan untuk masing-masing Kantor/Satuan Kerja harus 
mencerminkan tugas/fungsi Kantor/Satuan Kerja tersebut, sedemi­
kian rupa sehingga kegiatan itu dapat ditunjang oleh prasarana/sara­
na yang diperlukan. 
Uraian kegiatan itu erat · hubungannya dengan perincian jabatan 
Gob discription). Jika suatu unit organisasi tidak mempunyai perinci­
an jabatan, maka sukar sekali bagi unit organisasi itu untuk melak­
sanakan tugas clan fungsinya, padahal perencanaan kegiatan rutin 
harus tetap dilakukan. 
Oleh karena itli diperlukan adanya suatu instrumen yang dapat 
digunakan untuk mengetahui uraian kegiatan-kegiatan suatu Kantor/ 
Satuan Kerja yang dijabarkan dengan anggaran yang diperlukan. 
Di samping itu untuk keperluan penyusunan rencana dan program 
rutin, diperlukan pula daftar logistik yang sudah dibakukan bagi 
Kantor/Satuan Kerja. 
Daftar tersebut pun belum lengkap, sehingga penyusunan rencana 
dan program rutin itu seringkali mengalami hambatan-hambatan. 
Salah satu instrument untuk menanggulangi hambatan tersebut ada­
lah suatu form yang perlu diisi oleh setiap Unit Organisasi yang di­
sebut Uraian Kegiatan Operasional Rutin (UKOR). 

2. Hal-hal yang harus diperhatikan 

Untuk penyusunan Uraian Kegiatan Operasional Rutin (UKOR) 
perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 
a. Jenis dan jumlah kegiatan rutin harus sudah dibakukan; 
b. Menemukan pekerjaan-pekerjaan yang tergolongkan pada ke­

giatan tertentu bagi sesuatu Kantor/Satuan Kerja. Frekuensi 
pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian diidentifikasikan, se­
hingga diketahui beban kegiatan tersebut; 

c. Sasaran yang ingin dicapai perlu dirumuskan. 



Mengingat bahwa anggaran dapat dikatakan selalu terbatas, maka 
diperlukan pilihan terhadap sasaran tersebut baik kualitatif maupun 
kuantitatif. 
Hal tersebut menyangkut pembuatan prioritas sasaran, yang akhir­
nya mengakibatkan adanya sasaran minimum. Sasaran minimum ini 
masih tegantung pada'pelbagai interpretasi . 
Hal tersebut penting sekali karena akan menyangkut anggaran yang 
diperlukan baik untuk pengadaan/pemeliharaan peralatan maupun 
untuk jasa. 
Dalam sistem anggaran rutin, kegiatan-kegiatan itu dihubungkan 

dengan jenis pengeluaran/mata anggaran per-kantor /satuan kerja . 
Untuk mendapatkan biaya bagi sesuatu pekerjaan yang akan didu­
kung ·oleh masing-masing mata anggaran diperlukan uraian sasaran 
yang sudah terpilih dengan prioritas tertinggi. 
Setiap Kantor/Satuan Kerja didukung oleh beberapa mata anggaran 
yang tergantung dari kegiatan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi 
Kantor/Satuan Kerja tersebut. 

3. Proses penjabaran tugas/fungsi Kantor/Satuan Kerja 
pada anggaran biaya. 

Urutan proses penjabaran tugas/fungsi Kantor /Satuan Kerja sampai 
pada anggaran biaya, perlu diikuti langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Mengidentifikasikan tugas dan fungsi . 

Tugas dan fungsi tersebut sudah dibakukan dan dituangkan da­
lam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No­
mor 079/0 tahun 1975. 

b . Tugas dan fungsi tersebut diuraikan lebih lanjut sehingga dida­
patkan perincian jabatan (job discriptions). Perincian jabatan ini 
seharusnya dibakukan melalui Surat Keputusan Menteri Pendi­
dikan dan Kebudayaan. 
Jika ha! tersebut belum ada, terpaksa dibuat rumusan-rumusan 
pendekatan seperti yang sudah dijelaskan di atas . 

c. Perincian jabatan yang sudah diidentifikasikan itu perlu diurai­
kan lebih lanjut sehingga ditemukan uraian kegiatan-kegiatan. 
Dalam proses ini sektor, sub sektor, program dan kegiatan yang 
sudah dibakukan, memegang peranan penting sebagai input yang 
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memberikan arah . Di samping itu untuk dapat melaksanakan 
uraian-uraian tersebut dipedukan data/informasi yang lengkap 
dan relevan dari semua unit Departemen Pendidikan dan Kebu­
dayaan. 
Dengan demikian kita mempunyai pandangan yang lengkap dan 
menyeluruh dari ruang lingkup tugas/fungsi Kantor/Satuan 
Kerja yang bersangkutan. 

d. Pekerjaan-pekerjaan itu perlu diarahkan kepada sasaran-sasaran 
yang terpilih dengan prioritas tertinggi. 
Sasaran-sasaran tersebut harus dapat diukur secara kualitatif dan 
kuantitatif. . Salah satu saringan dalam menentukan prioritas 
sasaran ialah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pimpinan 
Departemen dalam bentuk pembakuan, peraturan, surat kepu­
tusan dan sebagainya. 

e. Sesudah kita menemukan sasaran-sasaran yang akan dicapai, 
tibalah saatnya untuk memperhatikan mata anggaran yang mana 
yang a:kan menunjang pekerjaan untuk mencapai sasaran-sasaran 
tersebut . Saringan dalam proses ini ialah peraturan-peraturan 
Pemerintah pada umumnya, antara lain Keppres. 

f. Jika mata anggaran yang akan mendukung pekerjaan dalam 
rangka mencapai sasaran sudah ditetapkan, terjadilah pembahas­
an yang melibatkan unit cost untuk menentukan anggaran bia­
ya. 

Dari langkah-langkah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa : sua­
tu kegiatan rutin perlu direncanakan sampai dengan program yang 
operasiona:l. Dari langkah-langkah di atas dapat pula ditarik pelajaran 
bahwa rencana dan program rutin itu bukanlah suatu daftar keingin­
an, melainkan ha! yang harus diperjuangkan. Jadi memang benar jika 
seorang a:hli perencanaan mengatakan bahwa salah satu aspek dalam 
perencanaan itu ialah "to fight" atau berjuang dalam arti memberi­
kan inforrnasi y·ang benar dengan selalu mengingat bahwa anggaran 
biaya itu selalu terbatas. 

4. Mekanisme penyusuoan UK.OR 
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Departemen maupun Lembaga Non Departemen mempergunakan 



pola Daftar Usulan Kegiatan (DUK). Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan sejak beberapa tahun terakhir ini telah mempergunakan 

UKOR (Uraian Kegiatan Operasional Rutin). 

UKOR merangkum usulan anggaran untuk tiap Kantor/Satuan Kerja 

yang memuat biaya per jenis pengeluaran serta biaya dan sasaran per 

jenis Kantor/Satuan Kerja per mata anggaran. 

UKOR disusun oleh setiap Kantor/Satuan Kerja yang dikoordinasi­

kan oleh Unit Utama untuk Kantor/Satuan Kerja di tingkat Pusat 

dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

Kantor/Satuan Kerja di tingkat Wilayah. 
UKOR asli kemudian dikirim ke Departemen Pendidikan dan Ke­

budayaan, sedangkan tembusannya dikirim ke Unit Utama. 

UKOR untuk masing-masing Kantor/Satuan Kerja tersebut kemudi­

an dihimpun menjadi suatu UKOR Induk yang biasanya dilaksana­

kan dalam suatu form Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan (Ra­

kornascan) yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
UKOR Induk yang dijadikan sebagai lampiran Buku Bahan Nota 

Keuangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dikirim ke 
Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sekitar 

bulan Agustus tiap-tiap tahun. 

Sebagai jawaban atas usulan ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan 

c.q. Direktur Jenderal Anggaran pertengahan bulan Desember, di­

lampiri dengan satuan 2 A, yang pada dasarnya menetapkan: 

a. Plafond Anggaran Rutin Departemen; 

b. Plafond Sub Sektor dan masing-masing program per jenis pe­

ngeluaran; 
c. Unit Utama mana yang menjalankan program-program terse-

but. 
Ketetapan ini cukup mengikat karena terdapatnya ketentuan-keten­

tuan yang membatasi penggeseran antar jenis pengeluaan, program 

dan sub sektor. 

Ketetapan tersebut baru bersifat ancar-ancar, karena belum menda­

patkan persetujuan DPR. 
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B. Penyusunan Daft31" Usul Kegiatan (DUK) 
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1. Petunjuk Umum 

Dengan diadakannya Daftar Usul Kegiatan maka perlu ditingkatkan 
pelaksanaan sistem Planning, Programming, Budget~ng dan perlu­
nya dipersiapkan sistem tersebut untuk Anggaran Rutin, dan juga 
agar APBN dapat berfungsi sebagai alat pelaksana program Pemerin­
tah dan penggerak kegiatan ekonomi dalam masyarakat . 
Langkah pertama yang perlu diambil dalam persiapan tersebut ada­
lah mengadakan pengelompokan biaya rutin berdasarkan tujuan 
yang akan dicapai dari pengeluaran biaya tersebut. 
Pengelompokan biaya rutin yang kini sebelum tahun 1973/1974 
ada dalam APBN adalah pengelompokan berdasarkan macam-macam 
ongkos. 
Tujuan yang hendak dicapai dari berbagai ongkos tersebut dengan 
sistem yang kini (sebelum tahun 1973/ 1974) dipakai, tidaklah mu· 
dah untuk diketah.ui dari APBN. Maksud utama dari pengelompokan 
biaya berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, adalah agar APBN 
dapat Jebih jelas mencerminkan hubungan antara biaya yang disedia· 
kan dengan tujuan yang diinginkan, sehingga dengan demikian 
perumusan kebijaksanaan APBN oleh pihak Pemerintah, penilaian 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pelaksanaan oleh Pejabat-peja­
bat bertanggungjawab dapat dilakukan dengan Jebih mudah , terarah, 
efektif dan efisien, demikian pula mengenai pengawasannya. 
Lebih-Jebih lagi pencerminan skala prioritas nasional pada Anggaran 
Rutin akan nampak jelas, terutama karena anggaran rutin bertugas 
untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembangunan. 
Untuk memungkinkan pengelompokan biaya berdasarkan tujuan ter­
sebut perlulah dirumuskan/ditentukan tujuan dari pengeluaran bia­
ya-biaya itu secara jelas. 
Bukan tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, seperti " me­
ningkatkan kesejahteraan masyarakat" atau ,.meningkatkan kemak· 
muran masyarakat dan keadilan sosial", melainkan tujuan itu ber­
sifat konkrit dan nyata yang langsung dapat dinikmati manfaatnya 

oleh keseluruhan masyarakat atau bagian dari masyarakat. 
Tahap selanjutnya sesudah penyusunan program adalah membagi 



program-program tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan. Sebagai pa­
tokan untuk membedakan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang 
lain di dalam suatu Program adalah membagi pekerjaan-pekerjaan 
di dalam program tersebut menurut kelompok pekerjaan-pekerjaan 
yang sejenis (homoge.n) dalam rangka penyampaian tujuan program 
yang oersangkutan. 
Berdasarkan urian di atas, dan mengingat pengalaman-pengalaman 
yang dimiliki oleh Departemen/Lembaga dalam mengurus/meng­
gunakan anggaran belanja dalam rangka pembiayaan pelaksanaan 
tugas-tugas dan kewajiban masing-masing, maka diharapkan bahwa 
Departemen/Lembaga tidak mengalami kesulitan dalam mengelom­
pokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kegiatan-kegiatan, mengelom­
pokkan kegiatan-kegiatan ke dalam program-program dan selanjut­
nya program-program ke dalam Sektor. 
Adapun mengenai penempatan kegiatan-kegiatan di dalam mana di­
kelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang sejenis, dalam rangka pe­
ngisian Daftar Usul Kegiatan, dilakukan sepenuhnya oleh Departe­
men/Lembaga yang mana lebih mengetahui pekerjaan-pekerjaan 
yang dilaksanakan masing-masing dalam penunaian tugas yang men­
jadi tanggung jawabnya. Sudah barang tentu dalam penetapan ter­
sebut ketentuan-ketentuan tersebut di atas perlu diperhatikan, 
seperti antara l~n hasil akhir yang diberikan dan alat pengukur dari 
hasil akhir tersebut, atau cara menil<1.i lainnya dalam hal ini alat peng­
ukur di atas tidak mungkin diadakan. 
Untuk membatasi volume pekerjaan yang akan dihadapi, akan tetapi 
masih tetap memenuhi kebutuhan yang hendak dicapai dalam rang­
ka perumusan, penilaian, pelaksanaan dan pengawasan APBN, maka 
Daftar Usul Kegiatan hendaklah diisi untuk masing-masing Direkto­
rat Jenderal atau yang setingkat dengan itu, serta diadakan satu Daf­
tar Usul Kegiatan dari masing-masing Direktorat Jenderal tersebut 
untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I. 
Agar jumlah kegiatan-kegiatan jangan sampai mencapai jumlah yang 
sulit dikendalikan, maka diatur agar pekerjaan-pekerjaan dalam satu 
Direktorat dapat dikelompokkan menjadi satu kegiatan. 
Dengan demikian di dalam masing-masing Daftar Usu! Kegiatan akan 
terdapat satu atau lebih dari satu kegiatan yang dilaksanakan oleh 
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Direktorat Jenderal bersangkutan di dalam Propinsi yang bersang­
kutan. 
Sesudah jelas kegiatan masing-masing dari tiap Direktorat Jenderal 
atau yang setingkat pada masing-masing Propinsi, maka hendaklah 
dinyatakan pula kantor-kantor atau satuan-satuan kerja yang melak­
sanakan kegiatan tersebut disertai dengan perincian tenaga, serta 
fasilitas-fasilitas yang ada buat tenaga-tenaga bersangkutan dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. 
Kemudian berdasarkan jumlah penyediaan anggaran belanja rutin 
dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk masing-masing 
Direktorat Jenderal atau yang setingkat (pro-anggaran) tiap Depar­
temen/Lembaga sudah dengan sendirinya telah mempunyai rencana 
pembagian jumlah penyediaan anggaran di atas untuk masing-masing 
Propinsi. 
Hanya yang harus dikerjakan lagi oleh Departemen/Lembaga adalah 
membagi-bagi jumlah biaya yang tersedia tersebut untuk masing­
masing kegiatan yang telah ditetapkan, atau dengan perkataan lain 
masing-masing kegiatan tersebut direncanakan akan mendapat biaya 
berapa dalam tahun anggaran yang bersangkut_an dari jumlah yang di­
peruntukkan untuk membelanjai seluruh kegiatan-kegiatan dalam 
Propinsi tersebut di atas . Selanjutnya sesudah diketahui/ditetapkan 
penyediaan biaya untuk ma-sing-masing kegiatan dalam tiap propinsi 
buat tahun anggaran tertentu, maka Departemen/Lembaga sudah 
mempunyai dasar yang agak kuat untuk mengadakan penaksiran 
mengenai biaya yang akan disediakan buat masing-masing kegiatan 

di atas dalam tahun anggaran berikutnya (yang akan datang). 
Perlu diingatkan baik pembagian biaya yang tersedia tahun anggaran 
tertentu untuk masing-masing kegiatan, maupun biaya yang diren­

canakan dalam tahun berikutnya didasarkan kepada jumlah dari 
hasil akhir yang akan diberikan oleh kegiatan tersebut. 
Kegiatan pada Sekretariat Jenderal dan Sekretariat dari Direktorat 
Jenderal yang pada umumnya bersifat menunjang terlaksananya 
kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas p<>kok dari Departemen 
atau Direktorat Jenderal, dirnasukkan dalam kelompok kegiatan 
Administrasi Umum. 
Biaya-biaya yang dikeluarkan langsung untuk memungkinkan ter-



laksananya sesuatu kegiatan haruslah dibebankan kepada kegiatan 

yang bersangkutan, agar dengan demikian dapat diketahui berapakah 

biaya seluruhnya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan ter­
sebut dan dapat dinilai tingkat efektif dan efisiensinya kegiatan di 

atas dalam memberikan hasil akhir yang diharapkan. 
Akhirnya perbedaan-perbedaan yang ada antara yang disediakan 
dalam tahun anggaran sebelumnya dengan yang direncanakan untuk 
tahun anggaran berikutnya hendaklah diberikan alasan-alasan dengan 
mendasarkan kepada hasil yang akan diberikan. 

2. Mekanisme penyusunan DUK 

Adapun jadwal waktu persiapan penyusunan APBN berlangsung 

selama periode Juli sampai dengan Desember. Dengan demikian di­

harapkan persiapan-persiapan dapat diselenggarakan dengan lebih 

teliti. 
Selama bulan Juli - September dipersiapkan DUK yang kemudian 

disampaikan kepada Departemen Keuangan. Agar supaya penelaah­

an DUK dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, maka perlu 

dihindarkan bahwa secara keseluruhan DUK baru diserahkan dalam 

bulan September. Untuk kegiatan-kegiatan yang bahan-bahan ke­
terangannya sudah cukup tersedia hendaknya DUK yang bersangkut­

an dapat segera diajukan dalam bulan Juli dan Agustus untuk dite­
laah bersama, sedang untuk DUK yang kegiatan-kegiatannya masih 
memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan keterangan, disam­
paikan dalam bulan September. 

Sementara itu dalam bulan Juli - September di bidang keuangan 
diadakan perkiraan dan penilaian mengenai sumber-sumber biaya 

rupiah maupun devisa yang akan tersedia untuk tahun anggaran ter­
sebut. 

Dalam bulan Oktober masing-masing Departemen/Lembaga atas 
dasar penelaahan dari kegiatan yang diusulkan mengadakan persiap­
an-persiapan mengenai alternatif-alternatif anggaran dengan memper­
hitungkan urutan prioritas serta keperluan pembiayaan dari pada 

masing-masing kegiatan. 

Sementara itu dalam bulan Oktober akan diperoleh garnbaran yang 
lebih jelas mengenai sumber-sumber biaya yang tersedia bagi Peme-
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rintah secara keseluruhan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. 
Pada permulaan bulan Nopember dapat diperoleh ketentuan menge­
nai biaya yang tersedia untuk masing-masing lnstansi bagi tahun 
anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian dapat segera disusun 
Anggaran Rutin dari masing-masing Instansi berdasarkan DUK yang 
telah ditelaah dengan memperhatikan urutan prioritas serta keselu­
ruhan jumlah biaya yang tersedia bagi masing-masing Instansi. 
Pada pertengahan bulan Desember diharapkan RAPBN telah selesai 
dan pada akhir Desember atau permulaan Januari dapat diserahkan 
kepada DPR. 
Untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalam RAPBN, maka 
berdasarkan DUK yang telah ditelaah dapat disusun Daftar Isian 
Kegiatan (DIK) dengan segera, sehingga sebelum tahun anggaran 
dimulai dapat diperoleh persetujuan untuk masing-masing DIK. 
Dengan adanya sistem DUK/DIK yang dimulai tahun anggaran 1973/ 
1974 maka penyusunan rencana dan program rutin mempunyai 
banyak persamaan dengan penyusunan rencana dan program pemba­
ngunan. 

"Tragedi" dalam masalah rutin ialah pola perencanaannya lahir se­
sudah pola perencanaan pembangunan yang dimulai sejak tahun 
anggaran 1969/1970, padahal sebelum ada proyek-proyek pem­
bangunan kegiatan-kegiatan rutin itu sudah ada. 

C. Penyusunan Satuan 3 
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Kegiatan penyusunan satuan 3 RAPBN baru dimulai setelah pimpinan 
Departemen menerima surat resmi dari Menteri Keuangan yang menetap­
kan jumlah plafond Anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk tahun anggaran yang akan datang, dengan melampirkan: 

Rancangan Anggaran Belanja Rutin per Unit Organisasi (2A) 
- Rancangan Anggaran Belanja Rutin per program (28) 
- Rancangan Pendapatan Rutin (2C) 
Surat penetapan ini biasanya diterima antara pertengahan Nopember dan 
pertengahan Desember tiap tahun, dan isinya selain dari penetapan pla­
fond juga diminta supaya segera disusun Satuan 3-nya dengan memper­
hatikan : 

pembiayaan dari kegiatan yang telah ditetapkan menjadi prioritas da­
lam Repelita. 



pembiayaan Kantor/Satuan Kerja yang telah mendapat persetujuan 
MENPAN; 
pembiayaan operasional/pemeliharaan dari proyek yang telah selesai 
pembangunannya melalui anggaran pembangunan. 
biaya langganan listrik, telepon, gas dan air agar tidak terjadi tunggak­

an. 
I.a.mpiran I dan IB pada surat Menteri Keuangan tersebut di atas langsung 
menjadi satuan 2A,2B dan 2C. 

1. Perincian Belanja Rutin (Satuan 3) 

Karena satuan 3 masih dirnungkinkan untuk diubah, maka setelah 
plafond diterirna, Biro Keuangan bersama-sama Biro Perencanaan 
mengundang Unit-unit Utama dan Pusat-pusat untuk mengadakan 
penyelesaian dan perubahan-perubahan tiap-tiap unit dan jenis pe­
ngeluaran serta program seperti tercantum di dalam lampiran Surat 
Menteri Keuangan tersebut, artinya perubahan-perubahan/penggeser­
an masih dimungkinkan dengan ketentuan dana yang ~an digeser 
tidak melampaui batas-batas plafond per Unit Utama, per jenis pe­
ngeluaran dan per-program. 

2. Memori Penjelasan Satuan 3A 

Sesungguhnya memori penjelasan itu adalah penjelasan secara sing­
kat padat atas sasaran dan hasil yang diharapkan sehubungan dengan 
penyediaan dana per Unit Utama per program. 
Karena itu tiap-tiap Unit Utama dan Kantor-kantor Pusat diminta 
menyusun memori penjelasan untuk program yang berada di bawah 
tanggung jawabnya masing-masing. 
Sistirnatika penyusunan satuan 3A ini adalah sebagai berikut : 

Pendahuluan 
- Memori penjelasan per program yang dikelola kebudayaan ; 
- Memori penjelasan secara garis besar pendapatan Negara Non Tax. 
Uraian memori penjelasan per program ini harus memuat antara lain : 
2.1 . Tujuan program 
2.2. Penyediaan biaya untuk menunjang kegiatan apa dalam program 

yang bersangkutan; 
2.3 . Volume; 

13 



2.4. Jumlah sasaran atau basil yang diharapkan; 
Program yang berada pada unit Utama Direktorat Jenderal Kebu­
dayaan sampai dengan tahun 1988/1989 adalah sebagai berikut: 
1. Program Pembinaan Aparatur Pemerintah; 
2. Program Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tu­

han Yang Maha Esa; 
3. Program Penelitian Aparatur Pemerintah, yang program ini dari 

segi keuangan masuk Sekretariat Jenderal, namun dalam segi 
kegiatan dan laporan masuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

3. Pembahasan Satuan 3. 

Setelah satuan 2A dihirnpun sampai dengan Satuan 3A kemudian 
diperbanyak secukupnya (sekitar 7 exp) untuk keperluan pembahas­
an di Direktorat Jenderal Anggaran. 

Biasanya pembahasan ini mengikutsertakan unsur-unsur yang relevan 
antara lain : 

Biro Keuangan sebagai koordinator 
Biro Perencanaan, 
Kepala-Kepala Bagian Keuangan pada setiap Unit Utama, 
Kepala-Kepala Bagian Tata Usaha setiap Kantor-Kantor Pusat. 

Pembahasan terutama berkisar pada masalah: 
Materi Satuan 2A sampai dengan satuan 3A; 
Pendapatan Negara Non Tax; 
Kalau Satuan 3 yang disampaikan ini ternyata berbeda dengan 
Surat Menteri Keuangan tentang plafond, maka perubahan-peru­
bahannya harus dijelaskan apa alasannya sesuatu kegiatan diper­
kecil a tau diperbesar dananya; 
Sistimatika; 
Juga diperhatikan kalimat-kalimat yang sekiranya menimbulkan 
kurang mengenal kepada salah satu Departemen, yang berarti 
juga Pemerintah. Ini tidak boleh terjadi karena Satuan 3 ini 
akan dibahas antara pemerintah di satu pihak dan DPR di lain 
pihak. 

4. Reproduksi dan Penyampaian Buku RAPBN 
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Reproduksi dan penyampaian RAPBN yang berisi Satuan 2A, 2B, 
2C, 3 dan 3A melalui Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jende-



nil Anggaran. 
Hasil pembahasan di atas dikembalikan ke Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan c.q. Biro Keuangan untuk diketik net/rapih, di­
reproduksi menjadi satu buku Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (RAPBN) Rutin Departemen Pendidikan dan Kebu­
dayaan yang berisi : 

Satuan 2A; 
Satuan 2B; 
Satuan 2C; 
Satuan 3 dan 
Satuan 3A. 

Banyaknya berkisar antara 1000 sampai dengan 1500 buah yakni 
untuk: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 
Direktorat Jenderal Anggaran; 
Kantor Perbendaharaan Negara dan 
DPR. 

Bilamana terjadi kekeliruan mengetik, baik angka maupun huruf/ka­
lirnat, maka hal itu harus dibetulkan dengan cara melampirkan daftar 
ralat. 

5. Pembahasan dan Penetapan APBN oleh DPR. 

Setelah _pidato pengantar RAPBN diucapkan oleh Presiden, anggota 
DPR c.q. Komisi IX mengadakan pembahasan intern dan menyusun 
jadwal untuk tanya jawab dengan pemerintah yang dalam ha! ini di­
lakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Eselon I di­
dampingi oleh Pejabat-pejabat yang relevan. 
Pada gilirannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjawab per­
tanyaan DPR dan bila ada pertanyaan yang memerlukan jawaban 
teknis dan terperinci, maka jawaban tersebut ditunda untuk mem­
berikan kesempatan pada Unit-unit yang relevan menyusun jawaban 
yang dikehendaki untuk kemudian disampaikan lagi kepada DPR 
pada kesempatan lain. 
Setelah usu! RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah memberi keya­
kinan kepada DPR, melalui pembahasan intern maupun extern de­
ngan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka RAPBN ditetapkan 
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dengan Undang-undang oleh DPR menjadi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (RAPBN) dan ini berarti DPR telah memerintahkan 
kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan 
batas-batas Anggaran ,yang telah ditetapkan. 

D. Penyusunan Pra DIK 

16 

1. Klasifikasi. 

Klasifikasi anggaran rutin sampai dengan sekarang adalah klasifikasi 
menurut: 
a. Sektor, dilambangkan dua angka; 
b. Sub Sektor, dilambangkan dengan satu angka; 
c. Program, dilambangkan dengan satu angka; 
d. Kegiatan, dilambangkan dengan empat angka; 
e. Departemen, dilambangkan dengan dua angka; 
f. Unit Organisasi (Setjen, Itjen, dan Ditjen), dilambangkan de-

ngan dua angka; 
g. Propinsi, dilambangkan dengan tiga angka; 
h. Jenis pengeluaran, dilambangkan dengan satu angka; 
i. Perincian jenis pengeluaran, dilambangkan dengan dua angka. 

Atas dasar lambang-lambang di atas maka susunan kode anggaran ru­
tin mempunyai bentuk sebagai berikut : 

00 0 0 0000 00 00 000 0 00 
2'3' 4 5' 6' 7 8' 9 

Keterangan : 

l. menunjukkan sektor 
2. sub sektor 

3 . 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

program 
kegiatan 
Departemen/Lembaga 
Unit Organisasi 

Propinsi 
Jenis pengeluaran 
perincian jenis pengeluaran 

Keterangan : 8 dan 9 sering disebut mata anggaran. 



2. Pengertian Kegiatan Rutin 

Setiap kantor dan satuan kerja mempunyai tugas dan fungsi tertentu. 
Dalam Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/0 tahun 1975 
dapat kita pelajari tugas dan fungsi setiap kantor yang ada di bawah 
naungan Departemen P dan K. Supaya istilah-istilah yang selanjutnya 
akan kita pergunakan mempunyai interpretasi yang sama di bawah 
ini disajikan beberapa pengertian yang sering kita jumpai berikut 
penjelasannya secara singkat. 
a . Kantor : Suatu unit kerja dalam suatu badan organisasi di 

mana dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ber­
sifat teknis administratif. Pelaksanaan pekerjaan­
pekerjaannya dapat dilakukan secara manual atau 
masinal. 
Contoh : Kantor Departemen P dan K Kabupa­

ten. 
b. Satuan Kerja : Suatu unit kerja dalam suatu badan organisasi 

dan yang statusnya bukan kantor, di mana di­
laksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat 
teknis sesuai tugas dan fungsi. 
Contoh : Sekolah, Museum, Perpustakaan, Uni­

versitas dan sebagainya. 
c. Sektor : Suatu gabungan dari sub-sub sektor dan program-

program yang secara bersama mengarah kepada 
tujuan-tujuan khas dan memberikan jasa-jasa ter­
tentu yang konkrit/nyata kepada masyarakat. 
Contoh : Pendidikan Generasi Muda, Kebudaya-

an Nasional dan Kepercayaan Terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa . 

d. Sub Sektor : Suatu bagian dari suatu sektor. 
Contoh : Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa (Nomor Kode 09.3). 

e. Program : Suatu bagian dari suatu sub sektor. 
Contoh : Program Pembinaan Kebudayaan dan 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa (Nomor Kode 09.3.1.) 
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f. Kegiatan 

Catatan : Kita membedakan "Program" sebagai· 
suatu bagian dari suatu sub sektor dari 
"Program" sebagai suatu rencana yang 
telah diolah dengan memperhitungkan 
faktor-faktor ruang dan waktu berikut 
urutan-urutan pelaksanaannya secara 
tegas dan teratur. 

: Suatu bagian dari suatu Program dan merupakan 
suatu kumpulan pekerjaan yang bersifat terus­
menerus dalam rangka/usaha mencapai basil 
akhir suatu program yang bersangkutan. 
Contoh : Penyelenggaraan Pembinaan Kebuda­

yaan. 
(Nomor Kode : 09.3.1.1342). 

Catatan : Dalam pembangunan, suatu program 
diuraikan menjadi proyek-proyek, dan 
dalam proyek-proyek kita dapat mene­
mukan kegiatan-kegiatan. Jadi penger­
tian "Kegiatan Rutin" dan "Kegiatan 
Proyek" mempunyai perbedaan pe­
ngertian yang prinsip. 

g. Jenis Pengeluaran : 
Sekelompok mata anggaran yang mendukung 
atau menunjang suatu kegiatan. Dalam Kegiatan 
Rutin ada lima jenis pengeluaran : 
l) Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai adalah belanja yang disedia­
kan sebagai penghasilan Pegawai Negeri, 
berupa : 
a) Gaji dan tunjangan-tunjangan, 
b) Tunjangan Beras, 



c) Honorarium dan Vakasi, 
d) Uang Lembur, 
e) Lain-lain. 

2) Belanja Barang 
Belanja Barang dipergunakan untuk pembe­
lian barang-barang dan bahan serta daya 
dan jasa guna menunjang kegiatan perkantor· 
an untuk suatu periode tertentu yang men· 
cakup: 
a) Biaya keperluan sehari-hari perkantoran. 

Pengadaan barang untuk keperluan seha­
ri-hari perkantoran baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri meliputi : pembe­
lian alat-alat tulis, barang-barang cetak, 
alat-alat rumah tangga kantor, pengirim­
an surat/kawat, biaya sewa gedung/kan­
tor, biaya pengepakan/pengiriman, pe­
nyimpanan barang, langganan surat ka­
bar /berita/majalah, biaya minuman/ma­
kanan kecil untuk rapat , biaya penga­
manan kantor, biaya pindah kantor, bia­
ya cetak, biaya telex/perhubungan khu­
sus/pengiriman pos diplomatik, radio­
gram, biaya penerimaan tamu. 

b) Inventaris kantor. 
Biaya inventaris kantor berupa biaya 
pembelian dan pemeliharaannya yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan 
kantor di dalam maupun di luar negeri, 
antara lain : 
(1) Pembelian meja, kursi, bangku, kur­

si tamu, almari, rak buku, filling 
cabinet, cardex, papan tulis, peti 
besi, jam dinding, kipas angin, kain 
jendela, alat/tabung kebakaran, se­
peda dinas, papan data, pengeras 
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suara, mesin penghancur kertas, me­

sin jilid, alat/mesin pemotong rum­
put, alat pengatur tegangan listrik, 
mesin tik biasa maupun elektrik, 

mesin hitung biasa maupun elek­

trik, scanning/jarum scanning, lam­
pu pijar/neon, photo-tustel , slide 
proyektor, karpet dan inventaris la­
innya. 

(2) Biaya pemeliharaan inventaris kan­
tor. 

c) Langganan daya dan jasa. 
Biaya untuk keperluan pembayaran 

langganan daya dan jasa dari pengguna­
an listrik, telepon, gas dan air. 

d) Bahan dan peralatan. 

Biaya untuk keperluan pembelian bahan 
dan peralatan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan kantor/satuan ker­
ja, antara lain : 
(l) Bahan-bahan dan alat-alat seperti: 

obat-obatan, alat-alat kedokteran, 

alat-alat tera, alat-alat praktikum, 

pakaian sopir , pesuruh , dokter , pe­
rawat , SATPAM, dan pakaian sera­
gam kerja lainnya. 

(2) Biaya untuk menunjang kegiatan 
yang bersifat operasional tekrtis 

yang merupakan tugas utama dari 
pada Kantor/Satuan Kerja yang ber­
sangkutan. 

(3) Keperluan yang tidak ditunjang 
oleh mata anggaran lainnya. 

3) Belanja Pemeliharaan. 
Yang dirnaksud dengan pemeliharaan ialah 
segala usaha (kegiatan) yang ditujukan untuk 



menjaga segala kekayaan yang dimiliki atau 
dikuasai oleh Departemen Pendidikan clan 
Kebudayaan berupa prasarana ataupun sa­
rana, baik yang bergerak maupun tidak ber­
gerak yang dipergunakan secara langsung 
maupun tidak langsung (menunjang) bagi 
segala tugas-tugas dinas agar tetap dalam 
keadaan yang sebaik mungkin. 
Termasuk dalam pengertian pemeliharaan ini 
adalah perbaikan (rehabilitasi/reparasi). 
Usaha untuk melakukan/melaksanakan ke­
giatan pemeliharaan tersebut tentunya mem­

butuhkan biaya. 
Biaya yang disediakan untuk dipergunakan 
bagi pelaksanaan usaha/kegiatan pemelihara­
an ini dinamakan "Belanja Pemeliharaan". 

4) Belanja Perjalanan. 
Yang dimaksud dengan belanja perjalanan ia­
lah biaya yang diperlukan untuk : 

a) Perjalanan dinas biasa (m.a. 410) 
b) Perjalanan dinas tetap (m.a. 420) 

ad a) Perjalanan dinas biasa (m.a. 410) 
Perjalanan dinas biasa ini menurut lingkung­
annya, dibagi dalam : 
(I) Perjalanan dinas dalam negeri 
(2) Perjalanan dinas luar negeri 

ad (I) Perjalanan dinas dalam negeri 
Perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam 
surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 
April 1974 No. B.296/MK/I/4/74. 
Perjalanan dinas dalam negeri ialah perjalan­
an ke luar tempat kedudukan yang jarak­
nya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer 
dari batas kota, yang dilakukan dalam wila­
yah Republik Indonesia untuk kepenting­
an Negara atas perintah yang berwenang. 
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Pejabat yang berwenang memberikan perin· 
tah perjalanan dinas ialah Menteri atau peja­
bat yang ditunjuknya. 
Dalam hal penunjukan pejabat/pejabat-peja­
bat yang berwenang memberikan perjalanan 
dinas oleh Menteri perlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut : 
-Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai pada 

Departemen bersangkutan. 
- Pejabat yang berwenang harus lebih tinggi 

jabatannya dan atau pangkatnya dari pega­
wai yang diperintahkan untuk melakukan 
perjalanan dinas. 

- Perjalanan dinas yang diberikan hanya un-
tuk perjalanan dalam daerah jabatannya. 

Yang termasuk perjalanan dinas biasa dalam 
negeri adalah : 
(a) Perjalanan dinas jabatan, selanjutnya di­

sebut perjalanan jabatan. 
(b) Perjalanan dinas pindah selanjutnya di­

sebut perjalanan pindah. 
(c) Biaya penampungan/pesangon pindah 
(d) Perjalanan dinas lain-lain 

ad (a) Perjalanan dinas jabatan 
Yang dimaksud dengan perjalanan jabatan 
ialah perjalanan untuk kepentingan negara 
dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tem­
pat berada ke tempat yang dituju dan kem­
bali. 
Perjalanan jabatan termasuk pula perjalanan 
yang dilakukan dalam hal : 
a ditugaskan ( didetasir) di luar tern pat ke­

dudukan/tempat tinggal. 
b ditugaskan untuk menempuh ujian di­

nas/ujian jabatan yang diadakan di luar 
tempat kedudukan/tempat tinggal. 



c diharuskan menghadap seorang dokter 
penguji kesehatan yang ditunjuk yang 
berada di luar tempat kedudukan/tem­
pat tinggal untuk mendapat surat kete­
rangan dokter tentang kesehatannya gu­
na kepentingan jabatan. 

d harus memperoleh pengobatan di luar 
tempat kedudukan/tempat tinggal/tem­
pat berada, berdasarkan surat keterang­
an dokter karena mendapat cedera pada 
waktu/karena melakukan tugasnya . 

e ditugaskan mengikuti pendidikan dinas 
di luar tempat kedudukan/tempat ting­
gal. 

f untuk mendapat pengobatan di luar 
tempat kedudukan/tempat tinggal/tem­
pat berada berdasarkan keputusan Maje­
lis penguji kesehatan pegawai negeri. 

g. mengambil I menjemput I mengantarkan 
ke tempat pemakaman jenazah pegawai 
negeri yang meninggal dunia dalam me­
lakukan perjalanan dinas. 

Untuk perjalanan ini dibayarkan biaya ang­
kutan pegawai/keluarga untuk sebanyak-ba­
nyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemeti­
an dan angkutan jenazah. 

h menjalankan cuti besar di luar tempat 
kedudukan/tempat tinggal berdasarkan 
peraturan yang berlaku. 

ad (b) Perjalanan dinas pindah 

Yang dimaksud dengan perjalanan pindah ia­
lah perjalanan yang dilakukan untuk melak­
sanakan tugas pindah bagi kepentingan Ne­
gara dari tempat kedudukan yang lama ke 
tempat kedudukan yang baru menurut kepu-

23 



24 

tusan pindah yang berlaku beserta keluarga­
nya yang sah kecuali perjalanan pindah atas 
dasar pennohonan sendiri. 
Yang berhak melakukan perjalanan pindah 
ialah: 
a mereka yang diangkat menjadi pegawai 

negeri dan ditempatkan di luar negeri, 
dari tempat tinggalnya ke tempat yang 
ditunjuk menurut surat keputusan yang 
bersangkutan. 

b pegawai negeri yang dipindahkan, dari 
tempat kedudukan lama ke tempat ke­
dudukan baru menurut surat keputusan 
yang bersangkutan. 

c mereka yang menjadi keluarga pegawai 
negeri karena perkawinan yang dilang­
sungkan sesudah pegawai itu melaku­
kan perjalanan tennasuk Sub a dan b 
dari tempat tinggalnya ke tempat kedu­
dukan pegawai. 

d keluarga pegawai negeri yang ditempat­
kan di luar negeri yang meninggal dunia , 
dari tempat kedudukannya yang ter­
akhir ke Indonesia. 

e isteri pegawai negeri yang ditempatkan 
di luar negeri yang diceraikan, yang per­
nah mengikuti suaminya dalam perja­
lanan ke luar negeri, beserta anaknya 
tidak menjadi tanggungan pegawai itu 
lagi, dari tempat kedudukannya pada 
waktu penceraian ke Indonesia. 

ad (c) Biaya penampungan/pesangon pindah 

Yang dimaksud dengan biaya penggunaan/ 
uang pesangon pindah adalah bantuan yang 
diberikan kepada pegawai untuk meringan-



.kan bebannya dalam mengalami kesulitan 
perumahan apabila ia untuk kepentingan 
dinas dipindahkan ke kota/tempat lain dan 
di tempat kedudukannya yang baru tidak 
tersedia perumahan baginya. 

Yang dimaksud dengan perumahan di sini 
adalah rumah jabatan/rumah negeri/rumah 
dinas dan tiap akomodasi lain yang dikelola 
atau dikuasai oleh kantor /satuan kerja ber­
sangkutan seperti misalnya Mess, Wisma dan 
lain sebagainya. 

ad (d) Perjalanan dinas lain-lain 

Yang dimaksud dengan perjalanan dinas lain­
lain adalah perjalanan dinas yang tidak dapat 
digolongkan dalam jenis-jenis perjalanan se­
bagaimana telah diuraikan terdahulu. 
Yang termasuk dalam perjalanan dinas lain­
lain ini ialah : 
a Perjalanan cuti besar menjelang pensiun 

di luar tempat kedudukan/tempat ting­
gal. 

b Pemulangan dari tempat kedudukan 
yang terakhir ke tempat hendak mene­
tap bagi pegawai yang diberhentikan 
dengan hormat sebagai pegawai negeri 
dengan hak pensiun atau tunjangan yang 
dipersamakan dengan pensiun atau di­
perhentikan dengan hormat dari jabat­
annya dengan mendapat uang tunggu. 

c Pengembalian pegawai yang mendapat 
uang tunggu dari tempat tinggalnya ke 
tempat yang ditentukan untuk dipeker­
jakan kembali. 

d Pemulangan tenaga sipil lainnya yang di­
berhentikan karena telah berakhir masa 
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kerjanya, atau pemulangan keluarga 
yang sah dari tenaga sipil tersebut dalam 
ia meninggal dunia, dari tempat kedu­
dukan ke tempat hendak menetap/ke 
tempat tinggal, sepanjang hal termaksud 
diatur dalam perjanjian kerja dengan 
tenaga sipil tersebut sebelumnya. 

e. Pemulangan keluarga yang sah dari pe­
gawai negeri yang meninggal dunia, 
dari tempat tinggal terakhir ke tempat 
hendak menetap. 

Perjalanan pindah sebagaimana termuat da­
lam nomor b sampai dengan e di atas ber­
laku untuk jangka waktu satu tahun sesudah 
tanggal pemberhentian/meninggal dunia. 

ad (2) Perjalanan dinas luar negeri 

Perjalanan dinas luar negeri yang mencakup : 
(a) Biaya perjalanan pejabat/pegawai negeri 

yang ditarik dari Perwakilan luar negeri; 
(b) Biaya perjalanan dinas ke/dari dan antar 

tempat di luar negeri; 
(c) Biaya perjalanan dinas pejabat/pegawai 

negeri yang ditempatkan pada Perwakil­
an-Perwakilan di luar negeri; 

(d) Biaya penampungan sementara pejabat/ 
pegawai negeri yang ditempatkan/dipin­
dahkan di luar negeri; 

(e) Biaya fiskal ; 
(f) Biaya untuk pesangon bagi pegawai ne­

geri yang ditarik dari Perwakilan luar ne­

geri. 

ad b) Perjal~nan dinas tetap (m.a. 420) 

Perjalanan tetap ialah perjalanan pegawai ne­
geri yang karena jabatannya harus melaku­
kan perjalanan dinas tetap dalam daerah ja-



batannya. 
Tunjangan perjalanan tetap ialah biaya yang 
cliberikan keapda pegawai negeri yang mela­
kukan perjalanan clinas tetap dalam daerah 
jabatannya. 

5) Belanja Subsidi/Bantuan 

h. Mata Anggaran: 

Subsidi/bantuan yang dimaksud ialah dana 
yang tersedia dalam DIK Sekretariat Jende­
ral I pada m.a. yang berakhiran 510 guna 
membantu kegiatan-kegiatan I usaha-usaha 
Swasta yang menyelenggarakan aneka ragam 
kegiatan dalam Bidang Penclidikan, Olah Ra­
ga/Pemuda dan Kebudayaan yang merupa­
kan bukti nyata partisipasi masyarakat da­
lam meningkatkan kemajuan dan pemba­
ngunan bangsa sesuai dengan cita-cita Prokla­
masi Kemerdekaan Indonesia. 
Usaha dan Kegiatan Lembaga-lembaga ini di­
butuhkan karena beban dalam bidang ini 
tidak mungkin seluruhnya dipikul oleh Pe­
merintah. 
Pemerintah menghargai usaha-usaha Swasta 
tersebut dengan jalan membimbing/membi­
nanya, dan bagi yang memenuhi syarat-sya­
rat serta ketentuan tertentu diberikan subsi­
cli/bantuan agar hidup dan perkembangan­
nya mencapai kesempurnaan. 

Suatu perincian dari suatu jenis pengeluaran, Be­
lanja Pegawai misalnya diperinci menjadi: 
mata anggaran gaji (nomor kode 110), mata ang­
garan tunjangan beras (nomor kode 120), dan se­
terusnya. 
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Sektor, Sub Sektor, Program, Kegiatan, Jenis Pengeluaran dan Mata 
Anggaran dalam sistem penganggaran di bidang kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
2 Sektor dijabarkan dalam 3 Sub Sektor, yang kemudian mencakup 
3 Program dengan kegiatan-kegiatannya. Kesemuanya memiliki jenis­
jenis pengeluaran sebanyak 4 jenis dengan 15 jenis mata anggaran. 
Adapun Sektor, Sub Sektor, Program dan kegiatan rutin yang dimi­

liki kantor dan satuan-satuan kerja sebagai berikut : 

a. SEKTOR : PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDA­
y AAN NASIONAL DAN KEPERCA Y AAN 
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. 

1) Sub Sektor Pendidikan Kedinasan (09. 2) yang memiliki 
program Pendidikan Aparatur Pemerintah (09.2.3) dengan 
kegiatan penyelenggaraan Pendidikan/Latihari Kedinasan 
(09 .2.3.1278) terdapat pada Sekretariat Direktorat Jende­

ral Kebudayaan. 
2) Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terha­

dap Tuhan Yang Maha Esa (09.3) yang memiliki program 
Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan . terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa (09 .3.1) dengan : 
a) Kegiatan Administrasi Umum (09.3 .1.1311) terdapat 

pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; 

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Bahasa Nasional 
(09.3.1.1320) (Pengelolaan Anggarannya melalui Set­
jen Depdikbud); 

c) Kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Kebudayaan 
(09 .3 .1.1342) terdapat pada : 
( 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, 
(2) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan 

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di Dae­
rah , 

(3) Direktorat Kesenian dengan Taman Budaya di 
Daerah, 

( 4) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan ter- · 
hadap Tuhan Yang Maha Esa . 



d) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Museum dan Ke­
purbakalaan (09 .3 .1.1351 ) terdapat pada : 
(a) Direktorat Permuseuman beserta Museum Negeri 

di Daerah, 
(b) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggal­

an Sejarah dan Purbakala beserta Suaka Peninggal­
an Sejarah dan Purbakala di Daerah, 

(c) Pusat Arkeologi Nasional (Pus Arkenas) 
(Pengelolaan Anggarannya melalui Setjen Depdik­
bud ). 

b. SEKTOR : ILMU PENGETAHUAN, TEHNOLOGI DAN PE­
NELITIAN 

I) Sub Sektor Penelitian (15 .1) yang memiliki program Pene­
litian Aparatur Pemerintah (15 .1.6) dengan kegiatan Pe­
nyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan (15.1.6 .2072) 
(Pengelolaan Anggarannya melalui Setjen Depdikbud). 

Jenis Pengeluaran : 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang 
c) Belanja Pemeliharaan 
d) Belanja Perjalanan 

Mata Anggaran: 

a) Mata Anggaran: (M .a) "Seratusan" Belanja Pegawai 
(I) M.a. 110 = Gaji/Upah 
(2) M.a. 120 = Tunjangan Beras 
(3) M.a. 150 = Lain-lain 

b) Mata Anggaran (M.a) " Duaratusan" untuk " Belanja Barang" 
(1) M.a. 210 = Keperluan sehari-hari perkantoran 
(2) M.a. 220 = Inventaris Kantor 
(3) M.a. 230 = Langganan Daya dan Jasa 
(4) M.a. 250 = Bahan dan Peralatan 
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c) Mata Anggaran (M.a) "Tigaratusan" untuk ,.Helanja Pemelihara­
an" 
(1) M.a. 310 = Pemeliharaan Gedung Kantor 
(2) M.a. 320 .= Pemeliharaan Rumah Dinas 
(3) M.a. 330 = Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
(4) M.a. 360 =Lain-lain Pemeliharaan 

d) Mafa Anggaran (M.a) "Empatratusan" untuk "Belanja Perjalan­
an" 
(I) M.a. 410 = Perjalanan Dinas Biasa 
(2) M.a. 420 = Perjalanan Dinas Tetap 

e) Mata Anggaran (M.a) "Llmaratusan" untuk "Belanja Subsidi/ 
Bantuan" 
M.a. 500 = Subsidi/Bantuan. 

Perincian Mata Anggaran 210 : 

Pusat : 

1. Pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumali 
tangga dan pengiriman surat/kawat 

2. Biaya sewa gudang/kantor 
3. Biaya pengepakan, pengiriman, penyimpanan barang 
4. Langganan surat kabar/berita/majalah 
5. Biaya minuman/makanan kecil untuk rapat 
6. Biaya pengamanan kantor termasuk biaya SATPAM 
7. Bia ya pindah kantor 
8. Biaya cetak 
9. Biaya telex/perhubungan khusus/pengadaan pos diplo­

matik 
10. Biaya penerimaan tamu 
11. Biaya bahan-bahan komputer antara lain continubus­

form, disket dan lain-lain 
12. Biaya foto copy 

Daerah: 
1. Pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah 

tangga dan pengiriman surat/kawat 
2. Biaya sewa gudang/kantor 



3. Biaya pengepakan, pengiriman, penyimpanan barang 
4. Langganan surat kabar /berita/majalah 
5. Biaya minuman/makanan kecil untuk rapat 

6. Biaya pengamanan kantor termasuk biaya SA TP AM 

7 Biaya pindah kantor 
8. Biaya cetak 

9 . Biaya penerimaan tamu 
10. Biaya foto copy 

Perincian Sub Mata Anggaran 250 : 

Pusat : (1278) 
1. Pem binaan pegawai 

2. Penerimaan pegawai baru 

3. Penyelenggaraan, pendidikan/latihan dinas dan penatar­
an. 

Pusat : (1311) 

1. Humas, dokumentasi, publikasi, perpustakaan 
2. Pakaian kerja supir/pesuruh/perawat/dokter /SATP AM/ 

tenaga teknis lainnya. 
3. Poliklinik 
4. Penyusunan anggaran dan perhitungan anggaran 
5. Penyusunan rencana dan program rutin 

Pusat : (1342) 
I. Humas, dokumentasi, publikasi, perpustakaan 
2. Ceramah/ diskusi/ seminar I sarasehan 
3. Kerjasama hubungan Internasional 

4. Kunjungan dalam rangka kerjasama antar instansi pe­
merintah/swasta 

5. Kunjungan duta/wisata seni antar daerah 

6. Pakaian kerja supir/pesuruh/perawat/dokter/SATPAM/ 
tenaga teknis lainnya 

7. Pembinaan, pengembangan/penyebarluasan apresiasi 

seni, kesejarahan dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa 

8. Pendataan biografi, sistem, nilai dan lingkungan budaya 
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9. Penelitian dan penilaian kesenian/hiburan dari penga­
ruh negatif kesenian/hiburan asing 

10. Pengembangan/penyebarluasan organisasi budaya 
11. Penggalian dan penelitian kesenian daerah kesejarahan 

dan nilai tradisional 
12. Peningkatan mutu, penyusunan, penulisan experimen­

tasi dan evaluasi data kesenian, kesejarahan dan keper­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

13. Lomba, sayembara, festival 
14. Pagelaran/pementasan seni 
15. Penyelenggaraan peringatan hari Kesaktian Pancasila 

(HAPS AK) 
16. Persiapan pengiriman/penerimaan misi kesenian/expert 

ke dan dari luar negeri 
17. Pengadaan tanda jasa/penghargaan 
18. Pengadaan benda-benda koleksi budaya 
19. Penyelenggaraan pameran kesenian, kesejarahan dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
20. Pengadaan perlengkapan penunjang teknis 

(1351) 
1. Humas, dokumentasi, publikasi, perpustakaan 
2. Bantuan penyelenggaraan pembinaan museum daerah 
3. Bimbingan dan penyuluhan tenaga teknis kesejarahan 

dan nilai tradisional I kesenian / permuseuman/ adminis-
trasi 

4 . Ceramah/ diskusi/ seminar I sarasehan 
5. Ganti-rugi benda purbakala/tanah/tanaman/bangunan, 

tarian, perlindungan, penjajagan 
6. Inventaris/pengumpulan dan pengolahan data/peneliti-

an koleksi permuseuman 
7. Pakaian kerja supit /pesuruh/perawat/dokter/SATP AM/ 

tenaga teknis lainnya 

8. Pendataan/penggalian, pemetaan/penggarnbaran dan 
penilaian arkeologi 

9 . Penyelenggaraan pameran museum dan kepurbakalaan 
10. Lomba, sayembara, festival 
11. Pengadaan benda-benda koleksi budaya 



Daerah : 1. Taman Budaya 

2. 

3. 

a. Humas, dokwnentasi , publikasi , perpustakaan 
b . Bimbingan dan penyuluhan tenaga teknis keseja­

rahan dan nilai tradisional/kesenian/permuseuman/ 
administrasi 

c. Kunjungan duta/wisata seni antar daerah 
d. Pakaian kerja supir /pesuruh/perawat/ dokter /SAT-

p AM/tenaga teknis lainnya 
e. Pengembangan/penyebarluasan organisasi budaya 
f. Penggalian, penelitian dan pengolahan seni 
g. Lomba, sayembara, festival 
h . Pagelaran/pementasan seni 
i. Pengadaan benda-benda koleksi budaya 
j. Penyelenggaraan pameran kesenian , kesejarahan 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
k. Pengadaan perlengkapan penunjang teknis 

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 
a. Humas, dokumentasi , publikasi , perpustakaan 
b . Ceramah I diskusi/ seminar I sarasehan 
c. Pakaian kerja supir/pesuruh/perawat/dokter/SAT-

P AM/tenaga teknis lainnya 
d. Pendataan biografi, sistem, nilai dan lingkungan 

budaya 
e. Lomba, sayembara, festival 
f. Survey , pemetaan, penggalian dan penelitian· kese-

jarahan, folklore dan adat-istiadat 
g. Transkripsi , terjemahan dan penggandaan naskah 

kuno/asing 
h. Pengadaan benda-benda koleksi budaya 
i. Pengadaan perlengkapan penunjang teknis 

Museum Negeri 
a. Humas, dokumentasi, publikasi, perpustakaan 
b . Bimbingan dan penyuluhan tenaga teknis keseja-

rahan dan nilai tradisional/kesenian/permuseuman/ 
administrasi 
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c. Ceramah/ diskusi/ seminar I sarasehan 

d. lnventaris/pengumpulan dan pengolahan data/pe­
nelitian koleksi permuseuman 

e. Pakaian kerja supir/pesuruh/perawat/dokter/SAT-
p AM/tenaga teknis lainnya 

f. Penyelenggaraan pameran dan kepurbakalaan 
g. Lomba, sayembara, festival 
h . Pembelian bahan dan alat penunjang teknis muse­

um dan kepurbakalaan 
i. Pengadaan benda-benda koleksi budaya 

4. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala 

a. Humas, dokumentasi , publikasi, perpustakaan 
b. Bimbingan dan penyuluhan tenaga teknis keseja­

rahan dan nilai tradisional/kesenian/permuseuman/ 
administrasi 

c. Ganti-rugi benda purbakala/tanah/tanaman/ba­
ngunan pelestarian, perlindungan, penjajagan 

d. Pakaian kerja supir/pesuruh/perawat/dokter/SAT­
PAM/tenaga teknis lainnya 

e. Pelestarian, perlindungan, penjajagan, pendidikan 
dan pencagar budayaan bangunan sejarah dan pur­
bakala 

f. Pendataan/penggalian, pemetaan/penggambaran 
dan penilaian arkeologi 

g. Penyelenggaraan pameran museum dan kepurba­
kalaan 

h . Pembelian bahan dan alat penunjang teknis muse­
um dan kepurbakalaan 

i. Pengadaan benda-benda koleksi budaya 

Perincian Sub Mata Anggaran 360 : 

Pusat : {1311) 

1. Pemasangan/penggantian 1anngan listrik, telepon, air 

dan gas termasuk penambahan daya 
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2. Pemeliharaan halaman, pagar, parit, taman dan jalan 
lingkungan kantor 

3. Pemeliharaan sound system, generator , proyektor , me­
sin pembesar foto, mesin reproduksi , AC, alat video, 
tape recorder dan pompa air 

4. Pemeliharaan benda-benda koleksi budaya 

Pusat : (1342) 

I. Pemasangan/penggantian Janngan listrik, telepon. air 
dan gas termasuk penambahan daya 

2. Pemeliharaan halaman, pagar , parit , taman dan jalan 
lingkungan kantor 

3. Pemeliharaan alat musik kesenian 
4. Pemeliharaan sound system, generator, proyektor , me­

sin pembesar foto, mesin reproduksi , AC, alat video, 
tape recorder dan pompa air 

5. Pemeliharaan perlengkapan penunjang teknis 
6. Pemeliharaan benda-benda koleksi budaya 

Pusat : (1351) 

1. Pemasangan/penggantian Janngan listrik, telepon, air 
dan gas termasuk penambahan daya 

2. Pemeliharaan halaman, pagar, parit , taman dan jalan 
lingkungan kantor 

3. Pemeliharaan barang/bangunan bersejarah, kuno, candi , 
situs, dll. 

4. Pemeliharaan sound system, generator , proyektor, me­
sin pembesar foto, mesin reproduksi, AC, alat video, 
tape recorder dan pompa air 

5. Pemeliharaan perlengkapan penunjang teknis 
6. Pemeliharaan benda-benda koleksi budaya 
7 . Pemeliharaan I perbaikan I peningkatan sarana penga­

man, etalage dan tata ruang museum 
8. Pemeliharaan gedung penyelamatan (storage) benda­

benda bersejarah 
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Daerah : 1. Taman Budaya 

a. Pemasangan/penggantian jaringan listrik, telepon, 
air dan gas termasuk penambahan daya 

b. Pemeliharaan halaman, pagar, taman dan jalan 
lingkungan kantor 

c. Pemeliharaan sound system, generator, proyektor , 
mesin pembesar foto, mesin reproduksi, AC, alat 
video, tape recorder dan pompa air 

d. Pemeliharaan perlengkapan penunjang teknis 
e. Pemeliharaan benda-benda koleksi budaya 

2. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 

a. Pemasangan/penggantian jaringan listrik, telepon, 
air dan gas termasuk penambahan daya 

b. Pemeliharaan halaman, pagar, parit, taman dan 
jalan lingkungan kantor 

c. Pemeliharaan sound system, generator , proyektor , 
mesin pembesar foto, mesin reproduksi, AC, alat 
video, tape recorder dan pompa air 

d. Pemeliharaan naskah kuno/manuskrip/buku-buku 
perpustakaan 

e. Pemeliharaan perlengkapan penunjang teknis 
f. Pemeliharaan benda-benda koleksi budaya 

3. Museum Negeri 

a. Pemasangan/penggantian jaringan listrik, telepon, 
air dan gas termasuk penambahan daya 

b. Pemeliharaan halaman, pagar, parit, taman dan 
jalan lingkungan kantor 

c. Pemeliharaan sound system, generator, proyektor , 
mesin pembesar foto, mesin reproduksi, AC, alat 
video, tape recorder dan pompa air 

d. Pemeliharaan benda-benda koleksi budaya 
e. Pemeliharaan/perbaikan/peningkatan sarana peng­

aman etalage dan tata ruang museum 



4. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala 

a. Pemasangan/penggantian jaringan listrik , telepon, 
air dan gas termasUk penambahan daya 

b. Pemeliharaan halaman, pagar , parit , taman dan 
jalan lingkungan kantor 

c. Pemeliharaan barang/bangunan bersejarah kuno , 
candi , situs , dll. 

d. Pemeliharaan cagar budaya nasional 
e. Pemeliharaan sound system, generator , proyektor, 

mesin pembesar foto, mesin reproduksi, AC, alat 
video, tape recorder dan pompa air 

f. Pemeliharaan perlengkapan penunjang teknis 
g. Pemeliharaan benda-benda koleksi budaya 
h. Pemeliharaan gedung penyelamatan (storage) ben­

da-benda bersejarah 

4. Susunan Pra DIK. 

Pra DIK disusun menurut urutan Unit Utama dari Pusat sampai ke 
Daerah sebagai berikut : 

Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

Jumlah Pra DIK Direktorat Jenderal Kebudayaan 19 buah yang ter· 
diri dari 

Pusat (1 buah) 

Dae rah 

- Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
- Direktorat-Direktorat 
-U.P.T. lainnya 
(18 buah) 
- U.P.T. di Daerah (antara lain: 14 Taman Budaya, 

2 Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 13 Mu­
seum Negeri, 5 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purba­
kala) 

Pra DIK Direktorat Jenderal Kebudayaan Daerah disebut Pra DIK 
Sekretariat Jenderal V. 
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5. Petunjuk Peogisian Pra DIK 

38 

DIK adalah dokumen pembiayaan, yang berfungsi sebagai Surat Ke­
putusan Otorisasi (SKO), untuk rutin yang telah disetujui. Agar pe -
ngeluaran rutin dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal, 
maka penentuan Kegiatan yang ditampung dalam DIK haruslah: 
a. Benar-benar mencerminkan usaha untu1c mencapai sasaran rutin 

dan programnya. 
b. Volume dan satuan harganya wajar. 

I. UMUM 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Pedoman Dasar yang digunakan untuk menyusun perenca­
naan pembiayaan rutin (DIK) adalah GBHN, Trilogi Pemba­
ngunan, Dela pan jalur Pemerataan dan UlJ APBN serta Kep­
pres No. 29 tahun 1984. Oleh karena itu Rutin adalah ba­
gian tak terpisahkan dari pada usaha pencapaian tujuan 
Pembangunan secara Nasional. 

2. Daftar Isian Kegiatan (DIK) disusun sesuai dengan format 
dan diperinci lebih lanjut dalam Petunjuk Operasional Ru­
tin sebagai dokumen petunjuk pelaksanaan DIK. 

3. Penyusunan DIK hendaknya tetap berpegang pada ketentu­
an-ketentuan termaktub dalam Keputusan Presiden R.l. 
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang berlaku. 

4. Pejabat Eselon I (Dirjen) adalah penanggung jawab dan 
pembina Program/Rutin dalam lingkungan Instansinya. 

5. Pejabat Eselon II (Direktur, Sekretaris Ditjen) merupakan 
penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan pelak­
sanaan rutin dalam lingkungan organisasi yang dipimpinnya. 

6. Untu1c pembelian bahan, peralatan dan mesin tidak diperke­
nankan mencantumkan merk, demikian pula unt.uk pekerja­
an pemborongan tidak dibenarkan untu1c mencantumkan 
nama perusahaan/pemborongan dalam DIK. 



B. PETUNJUK KHUSUS 

I.. Pengisian DIK harus didasarkan pada: Surat Menteri Ke­
uangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua 
Bappepas tithun yang bersangkutan tentang penyusunan 
DIK dan Peningkatan efisiensi pelaksanaan APBN. 

2. Jumlah dana APBN yang tersedia bagi program maupun 
rutin adalah angka maksimum yang tidak boleh dilampaui. 
Penyediaannya agar memperhatikan prinsip hemat, tidak 
mewah, efisien sesuai dengan kebutuhan tehnis yang di­
syaratkan. 

3. Departemen dan Lembaga bekerja berdasarkan anggaran 
yang tersedia seefisien mungkin untuk mencapai program­
program yang telah direncanakan dan tidak mengajukan 
anggaran tambahan dengan dalih apapun juga. 

4. Seperti halnya tahun sebelumnya tidak disediakan anggaran 
baik untuk pemeliharaan kendaraan dinas perorangan bagi 
pejabat pemerintah dan atau pegawai negeri baik di Pusat 
inaupun di Daerah. 

5. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan rutin, perlu di­
batasi frekuensinya maksimum 2x setahun; jumlah pe­
tugas maksirnum 2 orang serta jumlah hari perjalanan mak­
sirnum 5 hari. Untuk perjalanan dinas ke dan di daerah-dae­
rah terpencil dan sulit hubungan transportasinya dan untuk 
perjalanan dalam rangka penelitian dan pengawasan dapat 
diberi pertirnbangan-pertimbangan khusus yang wajar . 

6. Apabila diperlukan, rapat kerja, rapat dinas dan sejenisnya 
supaya diselenggarakan secara terpadu, sekali saja dalam 
satu tahun dan sesederhana mungkin. 

7. Penelitian, Seminar, Lokakarya, Widyakarya dan sejenisnya 
dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan se­
sederhana mungkin. 
Untuk dapat memastikan pentingnya kegiatan yang hendak 
dilakukan, perlu adanya Pedoman Pokok dan Ruang Ling­
kupnya (TOR). Pedoman tersebut telah diajukan dan dinilai 
pada waktu mengolah DUK. 
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8. Pemasangan sambungan telepon baru tidak diperkenankan, 
kecuali untuk kantor baru. 

9. Pengadaan peralatan komputer baru pada prinsipnya tidak 
dibenarkan. Apabila sangat diperlukan, usul pengadaan per­
sonal komputer dan mini komputer serta peralatan-peralat­

an elektronika yang sejenis hanya dapat dipertimbangkan 
apabila disertai studi kelayakan yang menyangkut efisiensi 
penggunaannya. 

10. Kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Konsultan 
dalam negeri perhitungan biayanya supaya didasarkan pada 
ketentuan jumlah maksimum yang berlaku. 

11 . Potongan Pajak Penghasilan (PPH) atas honorarium dan 
lembur supaya disediakan dalam DIK sesuai surat edaran 

Menteri Keuangan dan Menteri Negara/Ketua Bappenas 
tanggal 28 September 1984 Nomor S-2264/ A/1984. 

6. Dasar perhitungan Anggaran Rutin 

40 

a. Belanja Pegawai 

1) Gaji (M.a. 110) 

Dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 (Lembaran 
Negara tahun 1977 No.11 Tambahan Lembaran Negara No. 
3098) telah ditetapkan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
yang berlaku pada tanggal 1 April 1977 sebagai penyempur­
naan penggajian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur 
dalam PP No.12 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 
No. 24 Tambahan Lembaran Negara No. 2833). Yang terma­
suk penghasilan Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan ter­

sebut adalah : 

a) Gaji Pokok. 
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu 
Pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan 
ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana 
dinyatakan dalam peraturan·tersebut. 
Kepada caloi:J. Pegawai Negeri Sipil diberikan Gaji Po­
kok sebesar 80 % dari gaji pokok (pasal 5 ayat 1). 



b) Tunjangan .isteri/suami. 
Tunjangan isteri/suami sebesar 5 % dari gaji pokok de­
ngan ketentuan apabila isteri/suami, kedua-duanya ber­
kedudukan sebagai pegawai negeri, maka tunjangan ini 
hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok 
lebih tinggi (pasal 16 ayat 1 ). 

c) Tunjangan anak. 
Tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok bagi anak­
anak yang"berumur kurang dari 18 tahun belum pernah 
kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata 
menjadi tanggungannya untuk 3 orang anak (pasal 16 
ayat 3) terkecuali apabila pada tanggal 1 Maret 1973 
yang bersangkutan telah memperoleh tunjangan anak 
untuk lebih dari 3 (tiga) orang anak. 

d) Tunjangan jabatan. 
(Khusus bagi pejabat tertentu yang menduduki jabat­
an). 
Kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan 
struktural pada satuan organisasi negara diberikan tun­
jangan jabatan struktural yang diatur dengan Keputus­
an Presiden Nomor 9 tahun 1985 , besarnya tunjangan 
jabatan struktural ialah : 
(1) bagi Eselon Ia Rp. 166.000,00 sebulan 
(2) bagi Eselon lb Rp . 138.000,00 sebulan 
(3) bagi Eselon Ila Rp. 69.000,00 sebulan 
(4) bagi Eselon lib Rp. 63.000,00 sebulan 
(5) bagi Eselon Illa Rp. 35.000,00 sebulan 
(6) bagi Eselon Illb Rp. 28.000,00 sebulan 
(7) bagi Eselon IVa Rp. 25.000,00 sebulan 
(8) bagi Eselon IVb Rp . 21.000,00 sebulan 
(9) bagi Eselon Va Rp. 18.000,00 sebulan 

(10) bagi Eselon Vb Rp . 14.000,00 sebulan 

Perkiraan perhitungan gaji berdasarkan jumlah gaji kantor 
menurut realisasi gaji bulan terakhir (biasanya bulan Juli) 
ditambah dengan acres 2\-2% dari gaji kotor untuk kemung­
kinan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tam-
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bahan tunjangan isteri/suami dan tambahan tunjangan anak. 
Di samping itu diperkirakan juga keperluan pembayaran 
gaji sehubungan dengan pengisian lowongan formasi yang 
telah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendaya­
gunaan Aparatur Negara dengan catatan : 
a) Gaji pokok 80% dari gaji pokok menurut PP. No.15 

tahun 1985 
b) Pegawai yang bersangkutan sudah beristeri/suami dan 

mempunyai 1 (satu) orang anak. 
Adapun perhitungan gaji adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan realisasi gaji bulan terakhir: 

a) Gaji kotor : 

b) 

c) 

(1) Gaji pokok Rp. 
(2) Tunjangan isteri/suami Rp. 
(3) Tunjangan anak Rp. 
(4) Tunjangan jabatan Rp . 
(5) Tunjangan khusus Rp . 
(6) Pembulatan Rp . 

Gaji kotor 1 bulan Rp. 
Gaji kotor l tahun : 12 x Rp . 

Acres 272% X Rp. 

Pengisian lowongan formasi : 
(1) Golongan I/a : 

( ... orang X Rp. 342.000,00 
(2) Golongan I/b : 

( .. . orang X Rp. 446.000,00 
(3) Golongan Il/a : 

( ... orang X Rp. 571.000,00 
(4) Golongan 11/b : 

( ... orang X Rp . 708.000,00 
(5) Golongan III/a : 

( ... orang X Rp. 833.000,00 

Jumlah M.a. 110 

Dibulatkan ke atas menjadi 

Rp. 

Rp. 

Rp . 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 



2) Tunjangan Beras tM.a. 120) 

Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat di­
berikan tunjangan pangan dalam bentuk bahan {in natural) 
atau berupa uang. Besarnya tunjangan pangan berdasarkan 
harga pangan yang ditetapkan pemerintah Daerah Tingkat I. 
Tunjarigan pangan tersebut diatur Jebih lanjut oleh Menteri 
Keuangan setelah me11dengar Kepala Bagian Administrasi 
Kepegawaian Negara. Perkiraan perhitungan tunjangan be­
ras berdasarkan jumlah jiwa menurut daftar gaji bulan ter­
akhir (biasanya bulan Juli) ditambah acres 2*% untuk ke­
mungkinan adanya tambahan jiwa sehubungan dengan ada­
nya perkawinan dan kelahiran anak. 
Di samping itu diperkirakan juga keperluan tunjangan beras 
sehubungan dengan pengisian lowongan formasi yang telah 
mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara, dengan catatan : 
setiap pegawai baru sudah beristeri/suami dan mempunyai 
1 (satu) orang anak. 
Adapun perhitungan tunjangan beras adalah sebagai beri­
kut : 
a) Pegawai Jama : .. . jiwa X Rp. 50 .160,00 Rp . 
b) Acres 2*% X Rp. .. .. ... ... ..... Rp. 
c) Pegawai barn: ... jiwa X Rp. 50.160,00 Rp. 

Jumlah M.a. 120 Rp. 

Dibulatkan ke atas menjadi Rp. 

3) Lain-lain (M.a. 150) 

Ketentuan mengenai kerja lembur dan pemberian uang lem­
bur diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No.183/KMK.03/1985 tanggal 16 Pebruari 
1983 tentang kerja lembur dan pemberian uang Jembur 
bagi pegawai Negeri. 
a) Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang 

mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak 
dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan. 
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b) Uang lembur hanya diberikan kepada pegawai yang me­
lakukan kerja lembur tiap kali paling sedikit 1 (satu) 
jam penuh. Ini berarti : 
(1) Kerja lembur untuk tiap-tiap kali kurang dari 1 

(satu) jam tidak dapat diberikan uang makan. 
(2) Kerja lembur untuk tiap-tiap kali misalnya 3Y<i jam 

atau 4% jam dan sebagainya hanya dapat diberikan 
uang lembur 3 (tiga) jam dan 4 (empat) jam saja. 

c) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap tiga jam jumlah 
kerja lembur bagi pegawai adalah sebagai berikut : 
(1) Pada hari kerja biasa sesudah jam tut up kantor : 

Golongan I Rp . 400,00 per jam 
Golongan II Rp. 450,00 per jam 
Golongan III/IV Rp. 500,00 per jam 

(2) Pada hari Minggu dan hari besar adalah 200 % dari 
besarnya uang lembur pada hari-hari kerja biasa. 

(3) Kepada pegawai yang diperintahkan menjalankan 
kerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam 
berturut-turut diberikan uang makan sebesar 
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat dibayar­
kan pada waktu pekerjaan lembur dilaksanakan. 
Perkiraan perhitungan uang lembur adalah sebagai 
berikut: 
Diperhitungkan dalam waktu 1 (satu) bulan dija­
lankan kerja lembur I hari = 4 jam, maka dalam 
waktu I (satu) tahun dijalankan kerja lembur 
12 hari = 48_jam. 

a) Uang lembur : 
Golongan I 

= ... pegawai x 48 x Rp. 400,00 = Rp. 
Golongan II 

= ... pegawai x 48 x Rp. 450,00 = Rp . 
Golongan III/IV 

= ... pegawai x 48 x Rp. 500,00 = Rp . 

Rp. 



b) Uang makan: 
... pegawai x 12 x Rp. 1.000,00 Rp. 

Jumlah M.a. 150 Rp. 

Dibulatkan ke atas menjadi Rp. 

b. Belanja Barang 

Dalam memperkirakan belanja barang hendaknya telah terma­
suk biaya untuk : 
1) Biaya operasional dan pemeliharaan dari proyek pemba­

ngunan yang telah selesai; 
2) Biaya akibat perubahan struktur organisasi (adanya Kantor/ 

Satuan Kerja baru dsb) serta adanya kegiatan baru; 
3) Biaya yang karena sifatnya rutin dan selama ini masih di­

tanggung dalam Anggaran Pembangunan yang untuk tahun 
anggaran selanjutnya akan dialihkan ke Anggaran Rutin; 

4) Biaya untuk kegiatan yang selama ini dibiayai dari peneri­
maan yang seharusnya disetorkan ke Kantor Kas Negara; 

5) Khusus untuk belanja barang luar negeri untuk penyesuaian · 
kurs dollar AS terhadap rupiah; 

Berhubung dengan penetapan batas tersebut, kiranya perlu di­
ingatkan bahwa pertimbangan tentang urutan prioritas hendak­
lah benar-benar merupakan pedoman dalam pengalokasian jum­
lah di atas ke dalam masing-masing mata anggaran, kegiatan/ 
program atau unit organisasi. 
Uraian mata anggaran lebih lanjut sebagai berikut : 

1) Keperluan sehari-hari perkantoran (M.a. 210) 
Perkiraan perhitungan mata anggaran ini didasarkan pada 
banyaknya pegawai dikalikan dengan Unit Cost yang ber­
laku. 
Dalam hal ini diberlakukan Unit Cost sebagai berikut : 
a) Untuk Kantor/Satuan Kerja di Pusat diperhitungkan 

Rp. 150.000,-/pegawai 
b) Untuk Kantor/Satuan Kerja di Daerah diperhitungkan 

Rp. 125.000,-/pegawai 
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2) Inventaris Kantor (M.a. 220) 

Inventaris Kantor mencakup kegiatan pengadaan dan peme­
liharaan Inventaris. 

Pengadaan inventaris kantor adalah pengadaan inventaris 
yang berhubungan dengan penyelenggaraan kantor, baik di 
dalam maupun di luar negeri, antara lain mesin tik, mesin 
hitung, mesin stensil, filling cabinet, rak buku, lemari, meja, 
kursi, zice, peti besi dan lain-lain. 

Perkiraan perhitungan pengadaan inventaris kantor ini di­
dasarkan pada : 

a) Pegawai lama Rp . 50.000,- per pegawai/tahun 
b) Pegawai baru Rp. 25.000,- per pegawai/tahun 
Pemeliharaan inventaris kantor adalah berupa pemelihara­
an/perbaikan mesin tik, mesin tik, mesin hitung, mesin sten­
sil, mesin cetak dan macam-macam meubelair. 

3) Belanja langganan daya dan jasa (M.a. 230) 

Perkiraan perhitungan langganan daya dan jasa didasarkan 

pada realisasi pembayaran rekening listrik, telepon, air dan 
gas tiap bulan. Namun demikian di dalam hal ini tetap di­
anut prinsip penghe~atan . 

4) Bahan dan peralatan (M.a. 250) 
Pengadaan bahan dan peralatan lain adalah bahan, alat-alat 
dan barang-barang yang tidak termasuk dalam mata anggar­
an 220 (Inventaris Kantor) 

Perkiraan perhitungan pengadaan bahan dan peralatan di­

dasarkan pada : 
a) Pakaian kerja untuk pesuruh, supir, montir, penjaga 

malam, tukang kebun, penjaga ruangan, penjaga candi 
dan lain-lain direrhitungkan Rp. 20.000,00 per-stel. 

b) Pembelian buku·buku ilmiah untuk perpustakaan di­
perhitungkan Rp . 5.000,00 per-buah. 

c) Pengadaan. ,bahan, alat-alat dan barang-barang lainnya 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

d) Kegiatan bersifat operasional teknis yang merupakan 

tugas utama dari pada Kantor/Sa:tuan Kerja yang ber­

sangkutan. 



c. Belanja Pemeliharaan 

Perhitungan Belanja Pemeliharaan berdasarkan jumlah inventaris 
dan sarana fisik yang ada, ditambah dengan tambahan inventaris 
dan sarana fisik baru basil proyek-proyek pembangunan. 

I) Gedung Kantor (M.a. 310) 
Perkiraan perhitungan pemeliharaan gedung kantor didasar­
kan pada luas gedung kantor tersebut dikalikan dengan Unit 
Cost untuk pemeliharaan tersebut per-m2/tahun. 
Dalam hal ini diberlakukan Unit Cost sebagai berikut : 
a) Untuk Kantor/Satuan Kerja di tingkat pusat 

Rp. 2.000 ,-/m2 
. b) Untuk Kantor /Satuan Kerja di tingkat Daerah 

Rp. l .OOO,-/m2 

2) Rumah Dinas (M.a. 320) 
Yang termasuk dalam kegiatan ini ialah pemeliharaan/per­
baikan rumah jabatan, rumah dinas, asrama, mess dan balai 
pertemuan. 
Perkiraan perhitungan pemeliharaan rumah dinas didasar­
kan pada banyaknya rumah dinas yang harus dipelihara 
oleh Kantor/Satuan Kerja dikalikan dengah Unit Cost yang 
berlaku . 

Mulai tahun anggaran 1987 /1988 untuk M.a. 320 ditiada­
kan dan pemeliharaan diserahkan kepada penghuninya . 
Apabila dalam tahun akan datang disediakan lagi anggaran 
320, maka hendaklah disusun sesuai ketentuan yang ber­
laku. 
Dalam hal ini diberlakukan Unit Cost sebagai berikut : 
a) Untuk rumah jabatan Rp . 2.500.000,-/buah/tahun 
b) Untuk rumah dinas Rp. 300.000,-/buah/tahun 

3) Kendaraan (M.a. 330) 
Yang termasuk dalam kegiatan ini ialah pemeliharaan/per­
baikan kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, dan kendaraan 
roda 2 . 
Perkiraan perhitungan pemeliharaan kendaraan bermotor 
didasarkan pada banyaknya kendaraan yng harus dipelihara 
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oleh Kantor /Satuan Kerja dikalikan dengan Unit Cost yang 
berlaku. 
Dalam hal ini diberlakukan Unit Cost sebagai berikut: 
a) Kendaraan roda 6 Rp. 1.200.000,-/buah/tahun 
b) Kendaraan roda 4 Rp. 1.000.000,-/buah/tahun 
c) Kendaraan roda 2 Rp. 200.000,-/buah/tahun 

4) Lain-lain (M.a. 360) 
Yang terrnasuk dalam kegiatan ini ialah pemeliharaan ba­
rang-barang yang tidak tercantum dalam mata anggaran 
310, 320 dan 330. 
Perkiraan perhitungan pemeliharaan lain-lain adalah sebagai 

berikut: 

a) Pemeliharaan bangunan bersejarah/candi/situs 
Rp. 120.000,-/buah/tahun, 

b) Pemeliharaan barang-barang lainnya/peralatan berdasar­
kan kebutuhan. 

d. Belanja Perjalanan 

Perhitungan. Belanja Perjalanan, berdasarkan frekwensi perjalan­
an yang hams dilakukan untuk program atau kegiatan yang ber­
sangkutan, dan dikalikan dengan unit cost yang berlaku. 
Perjalanan Dinas Biasa (M.a. 410) 
Frekwensi Perjalanan. 
1) UPT Daerah : 2 X ke Pusat 

5 X Supervisi ke Daerah 
2) Pusat 

Bervariasi dengan orientasi fungsi tugas dan unit vert.ikal di 
Dae rah. 

J?asar Perhitungan : 
l) Dianggap petugas · yang melakukan perjalanan dinas adalah 

pejabat eselon I, II, III dan IV dengan perhitungan terlam­
pir. 



No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran Sasaran Biaya Keterangan 

1.3. Tunjangan 1.3. Jumlah (a dan b) = ........ orang Rp . .... .. ........ .. ....... . 
Jab a tan 

(Struktural) (a) Keadaan sekarang (Besetting) Rp .. ...... ...... .......... . 

Eselon la ...... .. orang Rp . .... .... ............... . 

Eselon lb ...... .. orang Rp . ....... .... ........ .... . 
Eselon Ila ........ orang Rp . ............... ..... ... . 

Eselon Ilb ....... . orang Rp .. ..... .... .. .... ...... . . 
Eselon Illa ........ orang Rp. ·· ······ ··· ··· ·· ··· ··· ·· 
Eselon Illb .... .. .. orang Rp . ...... ... ... ... .... .... . 

Eselon IVa ....... . orang Rp . ... ....... ...... ....... . 

Eselon IVb ........ orang Rp . .... ... .......... : ..... . 

(b) Rencana tambahan 

Eselon Illa ........ orang Rp . ... ..... ..... .......... . 

Eselon Illb ... .. ... orang Rp . ...... ... ... ... .. ... ... . 

Eselon IVa ...... .. orang Rp .. .... .. ... ..... ...... .. . 

Eselon IVb ........ orang Rp .. ..... ....... .. ........ . 

2. 120 2. Tunja~an beras Jumlah (a dan b) Rp ........ ...... ... ..... . . . 

(a) Keadaan sekarang (Beze.tting) Rp. ····· ·· ·· ··· ········· ··· 
Pegawai Gol. IV s/d II dan 
tanggungannya = ...... .. orang Rp ......... .... ... ........ . 

Vl 

'° 



No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran 

3. 150 3. Lain - lain 

Sasaran 

Pegawai Go!. I dan 
tanggungannya .. ... ... orang 

(b) Rencana tambahan tunjangan beras 

Pegawai Go!. III dan Gol. II serta 
tanggungannya = .... ...... orang 

Pegawai Gol. I dan 
tanggungannya = ........ orang 

3. Jumlah 3.1. s/d 3.3. 

3.1. Pegawai Gol. IV dan III= ........ orang 

= ........ jam 

3.2. Pegawai Gol. II .. ...... orang 

= ........ jam 

3.3. Pegawai Go!. I ........ orang 

= .. .. .... jam 

Bia ya 

Rp. ·· ··········· ·· ··· ··· ··· 

Rp ...... .......... ........ . 

Rp .. ... .... .... ... ..... .. . . 

Rp ......... .. .. . ....... ... . 

Rp. ········ ···· ····· ····· ·· 

Rp. ············ ····· ······· 
Rp .......... .... .... ...... . 

Rp .................... .. .. . 

Rp 

Rp. ·············· ·········· 

Keterangan 



E. Perubahan DIK 

1. Revisi/ralat DIK dan penggeseran dana 

a. Sebab-sebab revisi/ralat DIK : 
I) karena kesalahan penyusunan 
2) karena kesalahan pengetikan 
3) karena kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(perubahan nama). 
4) karena kebijaksanaan Pemerintah , misalnya kenop 15 yang 

mengakibatkan Luar Negeri direvisi 

5) karena disetujuinya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 

6) karena lain-lain . 

b. Sebab-sebab penggeseran : 

I) karena dana pada M.a. tertentu berlebihan dan pada M.a. 
lain kekurangan. 

2) dana pada M.a . tertentu memungkinkan di satu pihak, se­

dangkan di pihak lain timbul satu kegiatan yang diprioritas­
kan akan tetapi belum dimasukkan di dalam DIK. 

Di dalarn pengajuan revisi/ralat dan penggeseran hendaklah 

dijelaskan sebab-sebab mengapa DIK yang bersangkutan 

harus direvisi/diralat atau dananya harus digeser, dan me­
lampirkan surat-surat keputusan yang memperkuat usul 
tersebut serta rencana fisik kegiatan yang direncanakan. 
Masalah penggeseran ini diatur lebih lanjut dalam pasal 51 
Keppres No.29 tahun 1984. 

3) dan lain-lain. 

2. Pencairan dana floating 

· Sebenarnya selalu diusahakan supaya tidak terdapat dana yang pe­
laksanaannya memerlukan persetujuan Menteri Keuangan cq. Direk­
tur Jenderal Anggaran (diblokir/floating). Akan tetapi bila halter­
sebut terjadi maka usul pencairan dana tersebut harus diajukan oleh 
Unit Utama dan kantor-kantor Pusat yang bersangkutan kepada Se­
kretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan 
menunjuk mata anggaran kegiatan, DIK serta dana yang diusulkan 

dengan melarnpirkan rencana fisik dana itu masing-masing 3 (tiga) 
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eksemplar dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan. 
Kemudian oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Ke­
budayaan usul pencairan dana itu diajukan kepada Direktorat Jen­
deral Anggaran. 

3. Anggaran Belanja Tambahao (ABT) 

Berdasarkan prinsip anggaran berimbang, maka pengajuan Anggaran 
Belanja Tambahan tidak diperkenankan. 

Namun demikian, seandainya Anggaran Belanja Tambahan harus 
juga diajukan, maka prosedurnya adalah sebagai berikut : 
Kantor/Satuan Kerja bersangkutan mengajukan permohonan kepada 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melampirkan rencana 
fisik kegiatan yang akan dilaksanakan, serta surat-surat/keputusan 
yang dapat memperkuat usul tersebut. 
Dalam surat ini hams dibuat alasan-alasan yang meyakinkan. 
Tembusan dikirimkan ke Unit Utama yang relevan dan Biro Keuang­
an. 
Atas petunjuk pimpinan Departemen, Biro Keuangan memprosesnya 
sampai ke Menteri Keuangan. Kalau usul ini disetujui, selanjutnya 
Biro Keuangan mengajukan permohonan revisi DIK yang bersangkut­
an dan setelah diterima persetujuan revisi DIK barulah Anggaran Be­
lanja Tambahan itu dapat dilaksanakan. 

F. Penyusunan Petunjuk Operasional Rutin (POR) 
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Sesuai dengan pasal 47 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, maka Direktur Jenderal Kebudayaan bertanggung jawab baik 
terhadap segi keuangan maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan DIK. 
Berdasarkan tanggung jawab .tersebut kemudian Direktur Jenderal Ke­
budayaan menyusun petunjuk operasional rutin (POR) yang pada pokok­
nya memuat : 
l. Uraian dan perincian lebih lanjut dari DIK (Daftar Isian Kegiatan) 
2. Petunjuk khusus dari Unit Utama untuk pemandu pelaksanaan ke­

giatan oleh pelaksana anggaran rutin 
3. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang harus diikuti 

oleh pelaksana Anggaran Rutin. 



BAB III 

PENUTUP 

Penyusunan rencana dan program yang baik tentu didasarkan pada data dan 
informasi yang akurat, kebijaksanaan yang pasti , sasaran yang jelas, sarana 
penunjang yang cukup dan memadai. 
Oleh karena itu hal tersebut merupakan tantangan petugas perencana, yang 
dengan serba keterbatasan, sanggup melahirkan suatu rancangan anggaran 
yang mendekati pada kebutuhan yang sebenarnya. 
Untuk itu perlu membuat alternatif agar dapat menyesuaikan rancangan ter­
sebut dengan keadaan/kebijaksanaan terakhir . 
Mudah-mudahan informasi ini benar-benar mampu mengantar pelaksana da­
lam menyusun anggaran rutin Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Unit Utama 
Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam waktu yang singkat. 
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LAMPIRAN 

I. Format 3, 4, 5 

2. Format Uraian Kegiatan Operasional Rutin (UKOR) Induk 

3. Format Uraian Kegiatan Operasional Rutin (UKOR) Terurai 

4. Format Daftar Usulan Kegiatan (DUK) 

5. Format Daftar lsian Kegiatan (DIK) 



DAFTAR URAIAN KEGIATAN RUTIN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

( Fonn 3.4.5) 

UNIT UTAMA DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 

1. Kantor/Satuan Kerja *) 

Alam at 

2. Propinsi 

Kabupaten/Kodya *) 

Kecamatan 

3. KPN 

4. Kode Kegiatan 

5. Rencana Tahun Anggaran Tahun 19 ...... I 19 ..... . 

*) Coret yang tidak sesuai 

Vl 
Vl 



RENCANA ANGGARAN 19 ... ... / 19 ..... . 

PER JENIS PENGELUARAN 

No. Jenis Pengeluaran Rencana Anggaran Tahon 19 ... ... /19 ..... . Keterangan 

Jumlah Rp ... .. ........ ... ............... .... ...... ........ . 

1. Belanja Pegawai Rp . .... .... ....... ....... ..... ... .............. .... . 

2. Belanja Barang Rp . ........... ... ....... ......... .. ... .......... ... . 

3. Belanja Pemeliharaan Rp . ..... ..... .. .... .. ............ ....... ........... . 

4. Belanja Perjalanan Rp .... .... .. ... ............... .................... . . 



1. BELANJA PEGAWAI 

1.1. Biaya 

No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran 
Rencana Tahon Anggaran 

19 ...... I 19 ..... . 
Keterangan 

Jumlah Rp ..................... ............ .. 

1. 110 Gaji I Upah Rp ........................... ..... ... . 

2. 120 Tunjangan Beras Rp ........... .... ... ..... .......... .. 

3. 150 Lain - lain Rp ................................. .. 



Vt 
00 1.2. Uraian Sasaran dan Biaya 

No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran 

1. 110 1. Gaji/Upah 

1.1. Gaji Pokok 

1.2. Tunjangan 

keluarga 

Sasaran 

1. Jumlah point a/d 1.3 

1.1. Jumlah a dan b) = ........ orang 

(a) Keadaan sekarang (Besetting) 

Pegawai Gol. IV 

Pegawai Gol. III 

Pegawai Gol. II 

Pegawai Gol. 

...... .. orang 

...... .. orang 

........ orang 

..... .. . orang 

(b) Rencana tambahan pegawai 

Pegawai Gol. Ill ..... ... orang 

Pegawai Go!. II .... ... . orang 

Pegawai Go!. ....... . orang 

1.2. Jumlah (a dan b) = ........ orang 

(a) Keadaan sekarang (Besetting) 

Isteri/Suami 

Anak 

....... . orang 

= ........ orang 

(b) Pertambahan keluarga 

Isteri/Suami 

Anak 

....... . orang 

= ..... ... orang 

Biaya 

Rp. ······· ················· 

Rp. ········ ············ ···· 

Rp. ········ ················ 
Rp ......... ............... . 

Rp. ······· ···· ··· ···· ······ 

Rp. ·· ··· ····· ·· ········ ···· 

Rp. ··············· ······· ·· 

Rp. ··· ·· ········ ······· ·· ·· 
Rp . ...... .............. .. . . 

Rp. ··········· ······· ·· ··· · 
Rp . ....... ..... .... .. ... .. . 

Rp ........................ . 

Rp ........ .. ..... .... ..... . 

Rp . ......... ...... .. .... .. . 

Rp ....... ....... ... ....... . 

Rp. ·· ········ ···· ··· ··· ···· 
Rp .. ... .... ... ............ . 

Rp ..... .. .. ... ... ...... ... . 

Keterangan 



No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran Sasar an Biaya Keterangan 

1.3. Tunjangan 1.3. Jumlah (a dan b) = ........ orang Rp ........................ . 
Jab a tan 

(Struktural) (a) Keadaan sekarang (Besetting) Rp ... .. .. ...... ........... . 
Eselon Ia . .. ..... orang Rp . ....... ..... ........... . 

Eselon lb .... .... orang Rp ..... ... ................ . 

Eselon Il a ..... ... orang Rp. ················· ······· 
Eselon lib ....... . orang Rp .. ... .. ....... .... .. .. .. . 

Eselon Ill a ...... .. orang Rp ........ ......... ....... . 

Eselon Illb ...... .. orang Rp ....... ... ... ........... . 

Eselon !Va ........ orang Rp .... ........ ............ . 

Eselon IVb ....... . orang Rp ................. . : ..... . 

(b) Rencana tambahan 

Eselon Ill a ........ orang Rp ......... ... .. .......... . 

Eselon Illb .... ... . orang Rp . ............... .. ...... . 

Eselon IVa ... ..... orang Rp. ············ ··········· · 
Eselon !Vb ........ orang Rp . .. .......... .......... . . 

2. 120 2. TunjaIJ!lan beras Jumlah (a dan b) Rp. ··-·················· ·· 

(a) Keadaan sekarang (Bezetting) Rp ..................... ... . 

Pegawai Go!. IV s/d II dan 
tanggungannya = ....... . orang Rp . ........ ............. .. . 

Vt 
\() 



°' 0 

No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran 

3. 150 3. Lain - lain 

Sasaran 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Pegawai Gol. I dan 
tanggungannya ... .. ... orang 

(b) Rencana tambahan tunjangan beras 

Pegawai Gol. III dan Gal. II serta 
tanggungannya ........ orang 

Pegawai Gol. I dan 
tanggungannya ....... . orang 

Jumlah 3.1. s/d 3.3. 

Pegawai Gal. IV dan III = .. ... .. . orang 

= ... ..... jam 

Pegawai Gal. II ...... .. orang 

= ..... ... jam 

Pegawai Gal. I .. ..... . orang 

= .... .. .. jam 

Bia ya Keterangan 

Rp . ... .... .. .. ..... ....... . 

Rp ........... ........ ... .. . 

Rp ........... .......... ... . 

Rp. ···· ··· ····· ···· ·· ·· ···· 

Rp. ·········· ····· ········· 

Rp .................. ...... . 

Rp ... ..... ..... ... ........ . 

Rp ..... ... ... ........ ..... . 

Rp 

Rp ............. .... ..... .. . 



2.1. Biaya 

No. Mata Anggaran 

I. 210 

2. 220 

3. 230 

4. 250 

BELANJA BARANG 

Uraian Mata Anggaran 

Jumlah 

Keperluan sehari-hari perkantoran 

lnventaris Kantor 

Langganan Daya dan Jasa 

Bahan dan Peralatan 

Rencana Tahun Anggaran 
19 ...... I 19 ...... 

Rp; .. .... .... ............ ....... .... . 

Rp . ..... .. ... ..... ... ........... .. .. . 

Rp .... ..... ... .... ....... ... .. ..... . . 

Rp . .... ..... .. ... .. .. .... ....... .... . 

Rp .... .. ..... ....... .... ... .. ..... .. . 

Keterangan 



2.2. Uraian Sasaran dan Biaya 

No. Mata Anggann Uraian Mata Anggaran Sa saran Biaya · Keterangan 

°' N 1. 210 1. Keperluan sehari-hari Perkantoran 12 bulan Rp. ······· ················· 
a. Alat-a)at tulis, barang cetak, alat-alat rumah 

tangga dan pengiriman surat/kawat Rp. ·········.· ········ ·· ·· ·· 
b. Biaya sewa gedung/kantor Rp ........... ... . .. ~ ... ... . 
c. Biaya pengepakan, pengiriman, penyimpan-

an barang Rp. ··· ··· ······ ·· ······· ··· 
d. Langganan surat kabar/majalah/berita 
d. Langganan surat kabar/berita/majalah Rp . ... ........ .... .. .. ... . . 
e. Biaya minuman/makanan kecil untuk rapat Rp. ··················· ····· 
f. Biaya pengamanan kantor termasuk biaya - · 

SATPAM Rp .............. ... ...... . . 
g. Biaya pindah kantor Rp .............. .... ...... . 
h. Biaya cetak Rp ... ... ........... ... .... . 
i. Biaya penerimaan tamu Rp . ... ............... .. ... . 
j. Biaya foto-copy Rp. ······ ········· ·· ······ · 
k. Biaya bahan-bahan komputer 

a.I. Continacusform, disket, dll. Rp .. ........ ..... ..... .. .. . 

2. 220 2. Inventaris Kantor Rp . ... .. .. ................ . 

a. Pengadaan: 
1) Mesin tik ... ..... buah Rp . ... .................... . 
2) Mesin hitung ..... ... buah Rp ...... .... .. .. ... .. .. .. . . 
3) Mesin stensil ....... . buah Rp .. ...................... . 
4) Mesin foto-copy ....... . buah Rp ... .... ... ........... ... . 
5) Peti besi ... ..... buah Rp ............ ............ . 
6) Filling Cabinet ... .... . buah Rp . ................. ...... . 
7) l.emari ........ buah Rp ............... ....... .. . 
8) Rak Buku ........ buah Rp . ....................... . 
9) Zitje ........ buah Rp ............ .... .. .. .... . 

10) Meja ..... ... buah Rp ................ ... .. ... . 
11) Kursi .... .... buah Rp .... .... .............. .. . 
12) Papan tulis ........ buah Rp .. ................ ...... . 

b. Pemelilwaan inventaris kantor ...... .. bahan Rp . ... .... ....... ..... .... . 



No. Mata Anggaran 

3. 230 

4. 250 

Uraian Mata Anggaran Sasaran Bia ya 

3. Langganan Daya dan Jasa 

a. Listrik a. Jumlah a. l) dan a.2) = ........ watt Rp .... ........ .. ... .... ... . 
a. 1) Keadaan sekarang = · ........ watt Rp ...... ............. ..... . 
a. 2) Rencana tambahan = . .. .... . watt Rp . ... ....... ............. . 

b. Telepon b . Jumlah b. l) dan b .2) = ........ watt Rp . .......... .. .. ....... .. . 
b.l) Keadaan sekarang = ........ watt Rp ...... .. ................ . 
b.2) Rencana tambahan = ........ watt Rp . ....................... . 

c. Gas dan Air c. Jumlah c. l) dan c. 2) = ........ watt Rp . ......... .............. . 
c. 1) Kcadaan sekarang 

Gas= ...... m3 Air = .... .... watt Rp . ....................... . 
c. 2) Rencana tambahan 

Gas = ... ... m3 Air = ...... .. watt Rp . .... ..... ... ..... ...... . 

4. Dahan dan Peralatan 4. Jumlah point a. l s/d ......... .. . Rp. ··· ·················· ··· 

a. Humas, dokiimentasi, 
publikasi, perpustakaan .. ...... .. .. kegiatan Rp ... ...... ............ ... . 

b . Pakaian kerja sopir, 
pesuruh/SATPAM/te­
naga teknis lainnya. 

c. dst. sesuai bidangnya 
masing-masing. 

. . .... ... ... stel Rp. ··········-······· ···· · 

Rp ....... ... ........ ... ... . 

Keterangan 



3.1. Biaya 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Mata Anggaran 

310 

320 

330 

360 

BELANJA PEMELIHARAAN 

Uraian Mata Anggaran 

Jumlah 

Gedung Kantor 

Rumah Dinas 

Kendaraan ~ermotor 

Lain-lain pemeliharaan 

Rencana Tahun Anggaran 19 ...... I l 9 ...... Keterangan 

Rp ..... ........... .. ... ............ . 

Rp. ··························'······ 

Rp ................................. . 

Rp ....... ................. ......... . 

Rp. ································· 



3.2. Uraian Sasaran clan Biaya 

No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran Sasaran Bi ay a Keterangan 

. 1. 310 Gedung Kantor 1. Jumlah .. .. .... .... buah ... ..... ... . M2 Rp. ....... ..... .... ... .... . · 

a. Keadaan sekarang 

Gedung Kantor ....... ..... buah .. ..... ..... M2 Rp . ............. ... .... ... . 

b. Rencana Tambahan 

Gedung Kantor ............ buah ............ M2 Rp .. ...................... . 

2. 320 Rumah Dinas 2. Jumlah ...... ..... . buah .. .. .... ... . M2 Rp ..... ... .. ....... ....... . 

a. Keadaan sekarang ......... buah .... .. ... ... M2 Rp ........ ... ..... ..... .. . . 

Rumah Dinas .... .. ........ buah ....... ... .. M2 Rp ....... .... .. .. ........ .. 

Rumah Jabatan ....... ..... buah ...... ... ... M2 Rp . ... ... ...... ... ... .. ... . 

Balai Pertemuan .... .. ..... buah ......... ... M2 Rp ............... ....... .. . 

· b. Rencana Tambahan ..... . buah ... .... ..... M2 Rp ........... .... .. .. .. ... . 

Rumah Dinas ... .. ........ . buah .......... .. M2 Rp ... ...... .... .... ... .. .. . 

Rumah Jabatan ......... .. . buah ...... .... .. M2 Rp . ..... ... .... .... ....... . 

M e s s ... ... .................. buah ......... ... M2 Rp ....... .. ........... .... . 

Balai Pertemuan .... ...... . buah ...... ...... M2 Rp .... ... ... ......... ... .. . 



No. Mata Anggaran 

3. 330 

4. 360 

Uraian Mata Anggaran 

Kendaraan Bermotor 

Lain-lain Pemeliharaan 

a. Pemasangan/penggantian 
jaringan listrik, telepon, 
air dan gas, termasuk 
penambahan daya; 

b . Pemeliharaan halaman, pagar, 
parit , taman dan jalan ling­
kungan kantor; 

c. Pemeliharaan sound.sistem, 
generator, proyektor , me­
sin pembesar foto, mesin 
reproduksi, AC, alat video, 
tape recorder dan pompa 
air ; 

Sasaran 

3. Jumlah 3.1 dan 3.2 

3.1. Keadaan sekarang 
- Roda 6 = .. .......... buah 
- Roda 4 = ..•.. . ... ... buah 
- Roda 2 = .. .. ..... ... buah 

3.2. Rencana tambahan 

- Roda 6 = ··· ···' ····· buah 
- Roda 4 = ... ......... buah 
- Roda 2 = ............ buah 

4. Jumlah .... .. dan ..... . 

.. ..... ............ .. ... jenis 

Biaya 

Rp ..... . .-.. ..... ..... .. .. . . 

Rp .. ...... ....... ......... . 
Rp ..... .. ......... ... ..... . 
Rp ...... ...... .......... .. . 
Rp . ...... ........ ......... . 

Rp ...... ... ... ... .... ..... . 
Rp .. .... .... .. ...... .. ... . . 
Rp .......... ......... ... .. . 
Rp . .... ................... . 

Rp .... ......... ......... .. . 

Rp ..... .. ......... ..... .. .. 

.. ........ ... ... ... ... .. kali kegiatan Rp .... .... .......... .. .... . 

12 buian/ ... ........ ........ ... bh Rp . ..... ....... .. .. ..... .. . 

Keterangan 



No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran 

d. Pemeliharaan perlengkapan 
penunjang teknis; 

e. Pemeliharaan benda-benda 
koleksi budaya; 

f. dst. sesuai bidangnya ma· 
sing-masing. 

Sasaran Bi ay a Keterangan 

12 bulan/ .... .... ... ..... ..... ... bh 
Rp. ····· ··· ···· ··· ···· ····· 

12 bulan/ ......................... bh Rp ........................ . 

Rp ..... .. ... ........... ... . 



BELANJA PERJALANAN 

No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran Rencana Tahun Anggaran 19 /19 Keterangan 

JUMLAH Rp. ....................... ... ............. 

l. 410 Perjalanan dinas biasa Rp ... .................................... . 



4.2. Uraian Sasaran dao Biaya 

No. Mata Anggaran Uraian Mata Anggaran Sasaran Bi ay a Keterangan 

l. 410 l. Perjalanan dinas biasa l. J umlah 1.1 s/ d 1. 3 Rp ....... ... .... ... ........ ........... . 

1.1. Pe~awai Gol IV= ............ . 

kali ... .... ..... hari ke Pusat Rp .......... ... ...... ....... .. ...... .. . 

.......... .. kali ... .. ..... .. hari 

ke Daei:ah Rp . ....... ...... ............. .... .... .. 

1.2. Pegawai Gol III = ........... . 

kali ..... .. .. ... hari ke Pusat Rp ..... ............................... . 

.. ..... ..... kali ............ hari 

ke Daerah Rp ......... .. ........................ .. 

1.3. Pegawai Gol II = .. ..... ... . . 

kali ............ hari ke Pusat Rp . ..... ......... ........ .......... ... . 

. .. . . .. .. . .. kali , . . . .. . ... .. hari 

ke Daerah Rp. 



-.J 
0 

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL RUTIN 

IN DUK 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIT SATUAN KERJA KEBUDAYAAN (WILAYAH) 

KEADAAN TAHUN ANGGARAN : 

DAN 

RENCANA TAHUN ANGGARAN : 

PROPINSI : 



Biaya 
BIA YA PER JENIS PENGELUARAN 

( dalaln ribuan rupiah ) 

Jurnlah Belanja Pegawai Belanja Barang 
Belanja Belanja 

\ Jenis Pengeluaran Perneliharaan Perjalanan 

No. Kegiatan Disedia Rencana Disedia Rencana Disedia Rencana Disedia Rencana Disedia Rencana 
Jenis dan banyaknya \ kan kan kan kan kan 
Satuan Kerja 19 I 19 I 19 I 19 I 19 I 19 I 19 I 19 I 19 I 19 I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Jumlah 



BELANJA PEGAWAI 
Biaya ( dalam ribuan rupiah) 

\ Mata Anggaran dan Jumlah Gaji Upah (m.a. 110) 
Tunjangan Beras LAIN- LAIN 

Komponen (m.a. 120) (m.a. 150) 
No. Kode Kegiatan 

Jenis dan banyak \ Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana 
nya satuan kerja 19 /19 19 /19 99 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

JUMLAH: 



BELANJA BARANG 

Biaya ( dalam ribuan rupiah ) 
-· 

Mata Anggaran · 
Keperluan sehari- lnventaris Kantor Langganan Bahandan 

Jumlah hari perkantoran Daya dan Jasa . peralatan 
dan Komponen 

(m.a. 210) (m. a. 220) (m.a. 230) (m.a. 250) 
No. Kode/Kegiatan 

''"" ...... , .. \ Disedia Rencana Disedia Rencana Disedia Rencana Disedia Rencana Disedia Rencana 
kan kan kan kan kan nya satuan kerja 
19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,3 

Jumlah : 



BELANJA PEMELIHARAAN 
Biaya ( dalam ribuan rupiah ) 

f\2Anguu · Ge<lung Kantor Rumah Dinas Kendaraan Bermotor Lain-lain Pemeliharaan 
Komponen (m.a. 310) (m.a. 320) (m.a. 330) (m.a. 360) 

No. Kode/Kegiatan Jm•dm.:2\ Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana 
nya 5!1tuan Ker.ia 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

I ! 2 3 4 6 7 8 9 10 II 

Jumlah : 



BELANJA PERJALANAN 
Bi ay a ( dalam nl>uan rupiah ) 

Mata Anggaran Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Dinas Tetap 
Jumlah 

dan komponen (m.a. 410) (m.a. 420) 

Kode/Kegiatan 

\ Jenis dan banyak Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana 
nya Satuan Kerja 19 /19 19 /19 19 /19 19 /9 19 /19 19 /19 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

-

JUMLAH : 



~ Sasaran 

\\ Mata Anggaran 110 
Mata Anggaran 

K e a d a s e k dan Komponen a n a r a n g 

Kode/Kegoatan Tunjangan Keluarga Tunj. Jab. Strukturil 

~ 
Pegawai 

lsteri / Suami Anak Eselon 
Jenis dan banyak 

G 0 I 0 n g a n III III IV IV v v nya Satuan Kerja 
IV III II I Jml IV III II I Jml IV Ill II I Jml a b a b a b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Jumlah : 



M a t a Anggaran 110 ~ M"•A-n• Rencana Tarnbahan 
dan komponen 

Pegawai 
Tunjangan Keluarga Tunjangan Jab. Struktur 

No. Kode/Kegiatan 
lsteri I Suarni Anak Esel.on 

J";' da• bmy'! ~ G 0 I 0 n g a n III III IV IV v v nya Satuan Kerja 

IV III II I Jmlh IV Ill II I Jmlh IV m II I Jmlh a b a b a b 

n 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Jumlah : 

-J 
-J 



~ · Sasaran 
MATA ANGGAR. AN 120 ~ATA ANGGARAN 

DAN KOMPONEN 

NO. KODE / KEGIATAN Pegawai Gol. IV Pegawai Gol. I Pegawai Go!. III, Pegawai Go!. I 

JENIS DAN BANY~ s/d II dan dan tanggung- II dan tanggung- dan tanggung-

NY A SATUAN KERJA 
tanggungannya annya annya annya 

1' 2 3 4 5 6 7 



Sasaran 

M a t a Angga.i:an 150 
MATA ANGGARAN 
DAN KOMPONEN 

Lembur . . Dannawisata Asing 

NO. KODE / KEGIATAN 
Golongan IV /Ill Golongan II Golongan I Keadaan 19 I Rencana I<, -, 

----
JENIS DAN BANYAK- Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Maha-

NYA SATUAN KERJA orang Jam orang Jam orang Jam Siswa siswa Siswa Maha· 

Lem bur Lembur Lem bur 
siswa 

JUMLAH : 

-.I 



gg Sarana . 

MATA ANGGARAN MATA ANGGARAN 1 5 0 

DAN KOMPONEN Darm a Wisata Per int is Kemerdekaan 
NO. KODE / KEGlATAN 

Keadaan 19 /19 Rencana 19 /19 JENIS DAN BANY AK~ 
NY A SATUAN KERJA SD SMTP SMTA SARMUD SARJANA SD SMTP SMTA SARMUD SARJANA 

JUMLAH : 
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N 

"" 
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i:>.::: .... 
= -~ .. 
0 > 
.g gg 
0 .. = ... "' .. = = 

~ I Alat tulis kantor Alat R.T. Kantor 

"' I Bar ang Cetak 

°' I Surat I Kawat 

-.i Pengepakan, penyimpanan ::; .. 
oo Surat Kabar/ Majalah ;;;-

> '° Peserta rapat gg 
o SATPAM ; 

::: I Pindah Kantor = 
N -0 

I I I: IEks~mplar I ~ ~ 
..., Jems . ~., 

'.i: ITamu 

;:;; IFoto copy 

~ IMesin tik 

'.:j I Mesin hitung 

~ IMesin Stensil 

1 ::;; Mesin Foto copy ~ 

I I l N p "b · f;;" 
0 . et1 es1 

~ Filling cabinet i 
~ Lemari ; 

= ~ Rak Buku ~ 
0 ~ Zice 

~ Meja 

~ IKursi 

!:f I Papan tulis 

Vl 

II> 

"' 
II> .. 
II> 

= 
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c ~ 

3 ~ - -"" ..... ~ 
"' ~ I 
S" .. = 
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... :i. 
:i ;:· ~ 3:: 
= Q. 0 "" 
~ ~ 3 S" 
i;a' "8> 

... .:i."" = = •:s (1)82 
'< = l!l 
~ "" 
~ = 
"" Q. -------- ~ 

Keadaan 
~ Sekarang t:'. 

~ 
u. Rencana ;, 

Tambahan 

Keadaan a- ..., .... 
Sekarang ~ ;: 

"' ... Rencana "8 "" 
-..I = > Tambahan ijg 
QQ Keadaan ei 

Sekarang Cl ~ 

Rencana : ~ 
>e Tambahan ° 
_ Keadaan 
0 Sekarang > 
_ Rencana ::;· 

- Tambahan 
_ Jumlah 
..... Sopir gi 

'O 

~ Stel 1:1· ..,, 

~ 
"" ;;;· 

Jumlah = 3:: 
:; Pesuruh i'I" ..,, ~ ~ 

Tk. kebun ~ ~ ~ "" 
l---+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,,._-+~~~~-1 ~ 2 ~ g. ~ llQ 

t;; Stel c ~ el = c "" . = 
_ Banyaknya :l' ~ ~ 
a- Judul ~ i'I" o c c 

~ - "" ....i Jumlah (buah) ~ 

= 

Z:8 
C'll 

llO 

"' 
llO .. 
llO 

= 



No. 

I 

Sa saran 

Kode/Kegiatan 

2 

Jumlah 

00 
w 

: 

Mata Anggaran dan 
M.a. 

Komponen Keadaan 
Sekarang 

\ Jenis dan banyak· Gedung 
nya Satuan Kerja Kantor 

3 4 5 

310 

Rencana Keadaan 

Tambahan 

Gedung 
Ru mah Rum ah 

Kantor 
Dinas Jabatan 

6 7 8 9 IO 11 

M a t a Ang g a r a n 3 2.0 

Sekarang Rencana Tambahan 

Me s s Balai Rum ah Rum ah M e s s Balai 
Pertemuan Dinas Jab a tan Pertemuan 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

; 



~ Sasaran 

Mata Angaran 330 Mata Angguan 360 

Mata Angguan Alat-alat Alat-
dan komponen Pemasangan Alat-alat Pemelihara· 

alat Keadaan Rencana Benda 
Sekarang Tambahan lnstalasi Pemasangan an gedung Candi kese-

No. Kode/Kegiatan Telepon Museum Ku no 
Listrik nian 

Jenis dan banyak \ Lu as 
nya Satuan Kerja R.6 R. 4 R. 2 R.6R.4 R.2 set watt set watt Jumlab ml buah set buah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

JUMLAH : 
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= = 
Jumlah 
Kunjungan 

Jumlah 
hari gi 
Kunjungan 0 

~ 
Jumlah .. 

= Kunjungan < 
Jumlah 
hari 
Kunjungan 

Jumlah 
Kunjungan 

Jumlah 
hari C'"J 

Kunjungan ~ 
~ Jumlah = Kunjungan ---Jumlah 

hari 
Kunjungan 

Jumlah 
Kunjungan 

Jumlah 
hari ~ 
Kunjungan 0 

= (IQ 

Jumlah .. 
= Kunjungan --Jumlah 

hari 
Kunjungan 

Golongan Ill 

Golongan II 

Golongan I 

:::: 
.. 
... 
.. 

> 

= 
(IQ 

(IQ 

.. 

... 

.. 
= 
""' -0 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 

KANTOR WILA Y AH PROPINSI : 

URAIAN KEGIATAN ORGANISASI RUTIN 

( UKOR TERURAI ) 

TAHUN 

( DIREKTORAT JENDERAL KEBUDA Y AAN ) 



NAMA SATUAN KERJA 

SATUAN KERJA KODE KOMPUTER K.P.N. KABUP A TEN/KODY A KECAMATAN ALAMAT 



00 
00 

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL RUTIN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
PROPINSI 
I. UNIT UTAMA : DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 

II. KEGIATAN YANG TELAH/AKAN DILAKSANAKAN/DIBIAYAI 

I\ Kantor/Satuan Kerja Jumlah Satuan 
No. 

Ha sil 

Kode Kegiatan . \ Uraian Basil Kegiatan/Pekerjaan 

1 2 3 

1. BELANJA PEGAWAI : 

110 Gaji dan Upah 

120 Tunjangan Beras 

150 Lain-lain 

2. BELANJA BARANG : 

210 Keperluan sehari-hari Perkantoran 

220 Inventaris Kantor 

230 Langganan Daya dan Jasa 

250 Bahan dan Peralatan 

3. BELANJA PEMELIHARAAN : 

310 Gedung Kantor 

320 Rumah Dinas 

330 Kendaraan Bermotor 

360 Lain-lain Pemeliharaan 

4. PERJALANAN DINAS: 

410 Pe ·alanan Dinas Biasa IJ 

( Dalarn Ribuan Rupiah ) 

Kegiatan/Pekerjaan 

.Disediakan Rencana 

4 5 

Keterangan 

6 



URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL RUTIN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
PROPINSI 
I. UNIT UTAMA : DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 

II. KEGIATAN YANG TEI.AH/AKAN DILAKSANAKAN/DIBIAYAI : ( Dalam ribuan rupiah ) 

I\ Kantor/Satuan Kerja Jumlah Satuan Volume Kegiatan/Pekerjaan 
No. 

\ Kode Kegiatan Disediakan Rencana 

I 2 3 4 5 

110. GAJI/UPAH : 

Pegawai Golongan IV 
Pegawai Golongan III 
Pegawai Go!ongan II 
Pegawai Golongan I 

120. TUNJANGAN BERAS : 

Jumlah Pegawai 
Jumlah Suami/Isteri 
Jumlah Anak 

150. LAIN - LAIN : 

210. KEPERLUAN SEHARl-HARI PERKANTORAN 

Alat-alat tulis kantor, Alat rumah tangga kantor 
Barang Cetak 
Surat/ Kawat 
Pengepakan,Penyimpanan 
Surat Kabar I Majalah 

00 Peserta rapat 

'° SATPAM 
Pindah Kantor 
Biaya Cietak 
Tamu 
Foto Copy 

Keterangan 

6 



I 

\0 
0 

2 

220. 

230. 

250. 

310. 

320. 

330. 

360. 

410. 

( Dalam ribuan rupiah ) 

3 4 5 6 

INVENTARIS KANTOR: 

DAYA DAN JASA : 

Listrik 
Telep on 
Air dan Gas 

BAHAN DAN PERALATAN: 

GEDUNG KANTOR : 

RUMAH DINAS: 

KENDARAAN BERMOTOR : 

Roda 6 
Roda 4 
Roda 2 

LAIN-LAIN PEMELIHARAAN : 

PERJALANAN DINAS BIASA : 

Konsultasi ke Pusat 
Supervisi ke Daerah 

' 



BIA YA PER JENIS PENGELUARAN ( Dalarn ribuan rupiah ) 

\ JENIS PENGELUARAN 
BEL BEL. SUBS JD I/ BEL PEGAWAI BEL. BARANG JUMLAH 

PEMELIHARAAN PERJALANAN BANTU AN 
NO. 

KANTOR/SATUAN KERJA\ Disedia- Disedia· 
Rencana 

Disedia· Disedia- Disedia- Disedia· 
DAN KODE KEGIATAN kan 

Ren can a kan kan 
Rencana 

kan Rencana kan Rencana 
kan 

Rencana 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Jumlah : 



\ 
No. 

I 

\0 
N 

BELANJA PEGAWAI 

Mata Anggaran 

Kantor/Satuan Kerja ' 
dan Kode Kegiatan 

2 

Jumlah : 

Gaji/Upah 110 Tunjangan Beras 120 

Disediakan Rencana Disediakan Rencana 
.19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

3 4 s 6 

( Dalam ribuan rupiah ) 

Lain-lain ISO Jumlah 

Disediakan Rencana Disediakan Rencana 
19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

7 8 9 10 



BELANJA PEGAWAI 

\ Mata Anggaran dan M a ta Anggaran 11 0 
Komponen 

No. Formasi 19 /19 Bezetting 19 /19 Rencana Fonnasi 19 /19 
Kantor/Satuan Kerja \ 
dan Kode Kegiatan IV III II I Jumlah IV Ill II . I Jumiah IV III II I Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlah : 



BELANJA PEGAWAI ( Dalaln ribuan rupiah ) 

Banyaknya Pejabat Menurut Kelompok Jenis dan Jenjang Jabatan (keadaan 19 /19 ) 

\ Komponen Banyaknya Tanggungan Jabatan Struktural (Eselon) Jabatan Peneliti 
No. Pegawai (lsteri/Suami Jabatan 

Kantor/Satuan Kerja 1 dan Anak) Ahli 
Pene-

Ajun Asisten Kepala 
la Ila Illa lllb IVa IVb Va Vb Pene- Pene- Pene- Sekolah 

dan Kode Kegiatan Keadaan Rencana liti liti 
liti liti 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlah : 



BELANJA PEGAWAI 

Banyaknya Pejabat Menurut Kelompok Jenis dan Jenjang Jabatan (Rencana 19 /19 ) Banyaknya/Tirn Peneliti 

\ Komponen Jabatan Struktural (Eselon) Jabatan Peneliti 

No. Jabatan 

Kantor/Satuan Kerja \ 
Ahli Pene- Ajun Asisten Kepala Keadaan Rencana 

la Ila Illa Illb IVa IVb Va Vb Pene- liti Pene- Pene- Sekolah 19 /19 19 /19 
dan Kode Kegiatan liti liti liti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlah : 



No. 

1 

\0 

°' BELANJA PEGAWAI 

\ Mata Anggaran 

Kantor/Satuan Kerja 
dan Kode Kegiatan 

2 

Jumlah : 

' 
M at a Anggaran 120 

Keadaan Sekarang (Bezetting) Rencana Tambahan 

Pegawai Got. IV s.d. Gol. II Pegawai Go!. I Pegawai Go!. Ill s.d. Gol. II Pegawai Gol. I 
dantanggungannya dan tanggungannya dantanggungannya dantanggungannya 

3 4 5 6 



SASARAN BELANJA PEGAWAI 

\ MATA ANGGARAN 
M a t a Anggaran l s 0 

Danna Wisata Perintis Kemerdekaan Darmawisata Asing 

No. I Keadaan 19 /19 Rencana 19 /19 Keadaan Rencana Lain - lain Kal!tor/Satuan Kerja 
dan Kode Kegiatan 

SD SMTP SMTA SARMUD 
SAR· 

SD SMTP SMTA SARMUD 
SAR SISWA MAHA 

SISWA 
MAHA 

JANA JANA SISWA SISWA 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 lO ll 12 l3 14 15 16 17 

I 
I 

J 

Jumlah : 



~ Sasaran Belanja Pegawai 

MATA ANGGARAN 15 0 

MATA ANGGARAN L e m b u r 

Golongan JV/ III Golongan II Golongan I 
NO. 

KANTOR/SAlUAN KERJA\ Jumlah 
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 
Jam Jam Jam 

DAN KODE KEGIAT AN orang 
Lem bur 

orang 
Lem bur 

orang 
Lem bur 

l 2 3 4 5 6 7 8 

JUMLAH : 



BELANJA HARANG ( Dalam ribuan rupiah ) 

\ 
Keperluan sehari-

MATA ANGGARAN hari perkantoran lnventaris kantor Daya dan Jasa Bahan dan Peralatan Jumlah 
210 220 230 250 

No. 
KANTOR/SATUAN KERJA' Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana. Disediakan Rencana. 
DAN KODE KEGIATAN 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

JUMLAH : 
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Alat tulis kantor ~ 
Alat R. T. kantor z 

C'l 

Barang cetak 

Surat/Kawat 
3: 

Pengepakan, > 
Penyimpanan 

...., 
> 

Surat Kabar I > 
Majalah z 

c: 
Peserta rapat Cl 

> 
SATPAM " > 
Pindah kantor z 

Eksemplar (') = N -"' ~· 0 - ~ 
Jenis ~~ 

Tarnu. 

Foto copy 

Mesin tik 

Mesin Hitung 

Mesin stensil 3: 
> 

Foto copy ...., 
> 

Peti besi 
> 

Filling cabinet z 
Cl 

Lemari Cl 
> 

Rakbuku " > 
Zice z 

Meja N 
N 
0 

Kursi 

Papan tulis 
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c: 
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Keadaan 
Sekarang t:'. 

~ ::a. 
Rencana Ill'" 

Tambahan =::: 
> 

Keadaan ~ 

> 
Sekarang ;ol 

i > 
Rencana 0 z = 
Tambahan C') 

C') 

Keadaan > 
C') :i::i Sekarang "' > "' 

Rencana 
z 

Tambahan N 
IN 

Keadaan 0 

Sekarang > -· ... 
Rencana 
Tarn bah an 

Jumlah 
Sopir 

.8 iC: 
i:;· > Ste! ~ ~ 

~ > 
Jumlah 

~· 
= > Ill'"~ 0 Pesuruh/ "' .,. z = .. ~· Tk. Kebun . OQ a C') 

:io: =- C') g..._ > = ~ 
St el = ' :i::i 

> z 
Banyak- 9~ N 
nyajudul Ii= U> 

f 
0 

Jumlah 
(buah) 

tl2 
> 
~ 
~ 
2 

~ 

~ .... 
> 
~ 
~ 
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Cl 



-S BELANJA PEMELIHARAAN ( Dalam ribuan ropiah ) 

GEDUNG KANTOR .RUMAH DINAS 
KENDARAAN 

LAIN- LAIN MATA ANGGARAN BERMOTOR JUMLAH 
310 320 330 360 

NO. 
KANTOR/SAnJAN KERI A Disediakan _Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakan Rencana 
DAN KODE KEGIATAN \ 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

JUMLAH: 



SASARAN BELANJA PEMELIHARAAN 

M.A. 310 MATA ANGGARAN 3 2 0 

MATA ANGGARAN Gedung Kantor Keadaan Sekarang Keadaan Tambahan 
DAN KOMPONEN = = 

i ; 
.. 

i ; 
.. 

Keadaan Rencana ~ ~ 
.. = i ~ .. = e 1; ~ ~ e e 1; § "' e NO. Sekarang Tam bah an ·; ~ e = "' ·; ~ 

~Q = .c l;J .., 
~ iS = .c !;1 .., 

ci:: ~ < ~ "Cil t ci:: ~ < ~ "Cil .. 

kANTOR/SA,,;AN K£RJA\ ="' = If 
DAN KODE KEGIATAN ·a N ·a N ·a .N ·a N "' N .~ N · "' N "' N 

... 
N ·2 N "' N ·a 'E e e e e ·= e = e ·= e ·= e ·= e e ·= e .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... ... .... 

Jumlah : 

-0 
w 



...... 
~ 
SASARAN BELANJA PEMELIHARAAN 

MATA ANGGARAN 330 MATA ANGGARAN 360 

"' 
MATA ANGGARAN bO t!o 

., 
~~ ·e Keadaan Rencana 0 -= = N .. 

~ ·- ! = = ! ·- - g 0 
Sekarang Tarnbahan ... -:; N ., "' ... ~ Eal :I g :i -:; E ., E 8. .!3 as = b .. '(; .... ~ ! 

.. ..J 
"' Q ~ NO Q., ~ ~ i:o.- !~ '(; .. = 
~ ... ~ .9 "' :; 0 ~ ~ l;; -:; E i:>. 

~ ~ ; "' "' 0 l < = ·- < cf <; 'Cl .... N \4) .... N ., ..J ~ ~ 

KANTOR/SAlUAN KERJA ... -8 "' ~ "' ~ 
~ 

.,, '8 DAN KODE KEGIATAN 0 iil Pan-1¥ ~ ~ ~ Set Wat Set Buah Set Set Set Buah Lu as Luas QuaJt Wat jang 

JUMLAH: 



BELANJA PERJALANAN ( Dalarn ribuan rupiah ) 

\ MATA ANGGARAN 
PERJALANAN DINAS BIASA PERJALANAN DINAS TETAP JUMLAH 

NO. 
(rn.a. 410) (rn.a. 420) 

KANTOR/SATUAN KERJA \ Disediakan Rencana Disediakan Rencana Disediakari Rencana 
DAN KODE KEGIATAN 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 19 /19 

l 2 3 4 5 6 7 8 

JUMLAH: -0 
VI 



o SASARAN BELANJA PERJALANAN 
°' 

~ 
MATA ANGGARAN 410 M: A. 420 

MATA ANGGARAN Golongan IV Golongan III Golongan II 
DAN KOMPONEN 

Ke - Pusat Ke· Daerah Ke· Pusat Ke-Daerah Ke· Pusat Ke - Daerali - -= - -
c c c NO. c c c c c c c ; c c c ~ 

... 

ii 
~ 

:3 t 11> ~ 
... ... ... .. .. .. ~ ~ ~ bO 

i § ~ § ~ § i ~ ~~ ] .[ ] .[ ] .:.. ~-~ ~; s 0 

~ KANTOR/SA1UAN KERJ\ 
~! e = f§ § ; e = e ·a- ~ '§' e .E' e 'E' e 'E' -e ·§ 8 8 

DAN KODE KEGIATAN = = = = = = = = = = = = = = ~:.&: ..... :.&: ..... :.&: ..... :.&: ..... :.&: ..... ::;:: ..... ::;:: .... :.&: .... ::;:: .... :.&: .... :.&: 

JUMLAH: 



DEPARTEMEN/LEMBAGA 
SETmN / DITJEN / ITJEN 
PROPINSI 
KODE ORGANISASI & LOKASI 

NO MOR SEKTOR/SUBSEKTOR/PROGRAM 
URUT 

I 
' 

...... 
0 
-.J 

KODE URAIAN 

2 3 

DAFTAR ISIAN KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN 

19 /19 

KODE 
KEGIATAN 

4 

Halaman: I I 

URAIAN KEGIATAN 

5 



-0 
00 

KODE ORGANISASI & LOKASI 

KODE KANTOR, 
KANTOR/SATUAN KERJA, 

KODE KEGIATAN 

1 

JUMLAH: 

PERINCIAN BELANJA PEGAWAI 
TAHUN ANGGARAN 

19 I 19 
( RIBUAN RUPIAH ) 

TUNJANGAN 
MELALUI K.P.N. GAJ I BERAS 

llO 120 

2 3 4 

Halarnan : 7 I 

LAIN- LAIN JUMLAH 
150 

5 6 



KODE ORGANISASI & LOKASI : 

KODE KANTOR, 
KANTOR/SATUAN KERJA, MELALUI K. P.N 

KODE KEGIAT AN 

I 2 . 

. 

JUMLAH: 

-0 
\0 

PERINCIAN BELANJA HARANG 
TAHUN ANGGARAN 

19 I 19 
( RIBUAN RUPIAH ) 

KEPERLUAN 
INVENT ARIS 

LANGGANAN 
SEHARl-HARI DAYA DAN 

PERKANTORAN KANTOR JASA 
210 220 230 

3 4 5 

IWaman: 3a/ 

BAHAN DAN 
LAUK PAUK PERALATAN JUMLAH 

240 250 

6 7 8 



--0 

KODE ORGANISASI DAN LOKASI : 

KODE KANTOR, 
KANTOR/SATUAN KERJA, MELALUI K.P.N 

KODE KEGIATAN 

1 2 

JUMLAH: 

PERINCIAN BELANJA BARANG 
TAHUN ANGGARAN 

19 I 19 
( RIBUAN RlWIAH) 

PEMELIHARAAN PEMELfilARAAN PEMELfilARAAN 
GE DUNG KENDARAAN RUM AH 
KANTOR BERMOTOR DINAS 

310 330 320 

3 4 5 

Hal 3b / aman: 

-
LAIN- LAIN 

PEMELIHARAAN JUMLAH 

360 

6 7 



KODE ORGANISASI & LOKASI : 

KODE KANTOR, 
KANTOR/SATUAN KERJA,. 

KODE KEGIATAN 

I 

JUMLAH: 

--

PERINCIAN BELANJA BARANG 
TAHUN ANGGARAN 

19 I 19 
( RIBUAN RUPIAH ) 

PERJALANAN PERJALANAN 
MELALUI K. P. N DINAS BIASA DINASTETAP 

410 420 

2 3 . 4 

Halaman : 3 c I 

SUBSIDI I 
BANTU AN JUMLAH 

500 

5 6 



--IV 

KODE ORGANISASI & LOKASI : 

KODE KANTOR, PENERIMAAN 
KANTOR/SATUAN KERJA, RUTIN DI 

KODE KEGIATAN ILUARNEGERI 

1 2 

JUMLAH: 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
TAHUN ANGGARAN 

19 I 19 
( RIBUAN RUPIAH) 

PENERIMAAN PENERIMAAN PENERIMAAN PENERIMAAN 

PENDIDIKAN PEN JU ALAN JASA-JASA KEJAKSAAN I 
PERADILAN 

3 4 5 6 

H:ilaman: 4 I 

PENERIMAAN 
KEMBALI & PENERIMAAN 

PENERIMAAN KHUSUS JUMLAH 

JASA- JASA 

7 8 9 



..... ..... 
w 

l'ENJEUSAN rENERIMAAN UUl.:AN PAJAI.: 

~OOE ORGANISASI A LOKASI ' 

~ncrimaaa bukan pajak d•i 

dircm·analan scb\•s.ar Rp. J) ladirid.ui: 

JO 

)l 

)6 

37 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

SO. 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 

JttW Pcncriman 

PENERIMAAN RUTIN DI LUAR N[GERI 
Pcncrimaan buhn pajak di lu.v nep..,-i 

PENERIMAAN PENUllll~AN 
UangJK:ndidiku 
Uan,1? uji3n masuk I kcna.ikan tin~at f akhU pmdidibn 
Uang uji.an untut menjalanbn rratlek 
PENERIMAAN PENJUALAN 
Pcnjuabn hlsi..I penanian / ptrkebumn 
Pe.Vu.a.Lan hasil reternabn 
Pcnjualan hasil paikanan 
Pf-njualan barang Y•"I telali dihapusbn I )"Hf: bc.rlcbih I r:in~ rusal.: 
~njualan rumah 
hnjualan peDCl't>itan I poua I film J 
Pcnjualan 0011-obetan I nksia I hasil rumd lainnya 
PENERlllAAN JASA 
Scwa I pcnautian beodi1-beod:I tat belJCfak (rumah dims J rumah 
n<J<ri I bq_,, / benda berr<rak / •lal·alal bcsar, lht>.) 
Penerlrnun r\llftah •kit dan inslami kctehalan b.iMya 
Penerimaan ltmpet hiburan I taman I mP.Ueam 
Pemberian SW11t tc1cranpn (visa I pgspor / tertU.kat ptndliftaran 
tanah dan lain-bin) 
Pc:mbetiln hat dan perizinm 
f'enerimun KafiC>r / lr:arantila I pc11pW'a&an I pemcrik.Daa 
Pcncrimu.n jul leftlAI I jm pekerjaan 
Pefterimaan jua dalam uru .. nit.ah, ceraj, l81aj. dan rujuk 
fttnerirnun ;- kmbap keaanpn 
Ptnc:rimaan iun.n 

KETERANGAN ' II Unil Oqaniaui llqlorre...,,/L<mi..,o. 
21 SudabjeW. 

TAllUN ANGGARAN 

19 / 19 

I RIBl :A~ RUrJAll I 

I• u111 ul Prupinsi 

K O de 
Pcl>(!rima.an Jnil•pcncrWnu11 

·~ 66 
67 
68 
69 
70 . 

15 
76 
77 
78 
84 

85 
86 
87 
89 

ru.:rnlMAAN HJAKSAAN DAN P[RADILAJ); 
Pl·nd:lpatan hasi.I Utan 
L~~alisoisi uada unpn 
P.::~sah:an aural di bawah tanpn 
Bc;i nil.:3.h dan aim· tebhir:an pada C':11:u:1n Sipil 
U3n;: mcja (lq!'es) Ibo up3h pada P.:.nittra Sadan ~diJ:an 
Hasil dcnd.1. / dirnd:i tibnf! lb.n ~ain)'a 

Lain-lain pcncrimaa kcjaksaan dan pmtdilan 

PrNERIMAAJJ; KEllBAU DAN PENERlllAAS LAIN· UIN 
P\!m:rimaan kcn1bali pinjanian 
Penerima;&n kt:m.bati pcrKkot / iuq: nu.ika pji / 111aj:uagan 
Punf:uUn ktmbaJi / pnti rugi atubru~i3n }'~ didniu okh UCF&r;i 
Pcncrimaan PQ1P.aian dokumctl pelcbnpn 
Penerimaan lain-lain 4) 

PENERlllAAN KHVSUS 
Bagi.an bba penuahaD nqara du badan ullba llliit nepra 
Pcnerimun kanbali liu &ft#UU ~mbuipnan 
Penerimaan kr1nbali sis;a; angpra rulln . 
Sisa .anu..-an kbih 

I U Iii LA II' 

3) Sama dcnpn jumlth athir yan,: 1ncar11um pada knlom 10 pad a halarnan 8. 
4) Mdiptlti pcnerimun cktMb lrrh .. r ptmboru.,: 1er1a pcntnma1~pmtrinaun )'&Rf! 

lidak dapal di~an kt dalam a..cxk ! )mi~ ~ntrimaan binn~·:a YAlll' distdiakan . 

1~., 5 8 ! 

21 

l•mlah 
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